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BUPATI KARCI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 04, TAHUN 2O2l

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat {21 dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A1+ tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada
Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja
dan/atau Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perund ang-undangan yang berlaku ;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat t5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ditegaskan bahwa analisis standar belanja
dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (21 dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) ditetapkan dengan Perkada;
bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2AZA tentang Standar Harga Satuan
Regional ditegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan
Standar Harga Satuan biaya honorarium, perjalanan dinas
dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar
kantor, pengadaaan kendaraan dinas dan pemeliharaan
berpedoman pada standar harga satuan regional dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efeldivitas, kepatutan dan
kewajaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Karo Tahur Anggaran 2O27;

Undang Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembarzur
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor lo92l;
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
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c.

d.
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3. Undang-Undang...



7.

8.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun zao4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oa4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoQ;

5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemeriatahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3g;

6. undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor BZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor s233) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}lg
tentang Perubahan atas Uadang-Undang Nomor lZ Tahun
?oLl tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAW Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63e8);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zArc Nomor 11"4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2AL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zAW Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2A2A tentang Standar
Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 57);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun zaa6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Feraturan MenteriDalam Negeri Nomor zL Tahun zai.T tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan t<euangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun zorr Nomor 310);l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2ol|tentang Pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri
bagr Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Datam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {eerita Negara nepllrt
Indonesia Tahun ZOL1, Nomor 6O);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1l3lpMK.asl2olz
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagr pejabat Negara,
Pegawai Ne-seri dan pegawai Tidak r*t"p {Berita mJlara
Republik Indonesia Tahun ZOl2 Nomor 67gl;

17 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor T 1 /pWK.oz / zo13
tentang Pedoman standar Biaya, standar struktur Biaya, dan
Indeksasi Dalam penyusunan Rencana Kerl'a dan e.rgg*r*
Kementerian Negarall"embaga ssfoagaimana telah ai"ur,
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor sl/pMK. oz/2a14
tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.a2/2o13 tentang pedoman standar Biaya, standar
struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negarait-embaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ZOL4 Nomor JaZl;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun zols Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 201s tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor l5T);

19. Peraturan Menteri Keuzurgzur Nomor 164/pMK.05/201s
tentang Tata cara Pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Keuangan Nomor 227 /PMK.as/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor i,64lpMK.0s/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar lrlegeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21+6);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2o2a
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah rahun Anggaran za21 perita Negara
Republik Indonesia Tahun ZAZO Nomor 888);

2 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 lg/pMK .a2 /zoza
tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2a21{Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ZAZO Nomor 9T6l;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2CIo6
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor o5 Tahun 2arc
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun ZArc Nomor 0S,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3);

24. Peraturan Bupati Karo Nomor 3s rahun 2a16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata keda Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2A16 Nomor 35);

MEMU?USKAN....



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN
202t.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2 ' Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Raftryat Daerah menurut Azas
Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya
d"alam sistem dan prinsip Negara Xesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Karo.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.

8. Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang selanjufirya disingkat SKPD adalah
SKPD Kabupaten Karo.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karo.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
PNS dan Pegawai Pemerintah dengan pedanjian Keq'a yang uit<e4a pada
Instansi Pemerintah.

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Pedanjian Keda yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan
Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

14. Honorariun Non ASN merupakan kompensasi bagr Non ASN dengan
memperhatikan asas kepatuta.n,kewqiaran,rasionalitas dan efektifitas
dalam pencapaian sasaran program,kegiatan dan suh kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya
disingkat Gerakan FKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan
untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gend,er
serta kesadaran hukum dan lingkungarl.

4.
5.
6.

16. Tim... .



16. Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yangselanjutnya disebut TP PKK adatah fasilitaior, perencana, pelaksana,
pengendall- {"" penggerak pada tingkat daerah- untuk terlaksan anyaprogram IKK yar,g merupakan mitra keda Pemerintah Daerah, danorganisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.

17' Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oieh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuha.n, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya _tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

18. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang
menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi daa sosial budaya.

19. Standar harga satuan daerah,aAatatr harga satuan barang dan jasa yarrs
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan?aerah.

20. Pery'alanan 
-dlnas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang

dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negaradai
pihak lain untuk kepentingan pemerintah Daerah.

21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia.

22. Peqalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalananlkunjungan
kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatil y*rg dilakukan oleh
pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah fatupaten Karo dalam
rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah

23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas d"ari tempat
kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayatr Kabupaten Karo.

24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas
dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayahKabupaten Karo
dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dari
tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatra Utara di dalam wilayah
Republik Indonesia.

26. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah peq'alanan dinas dari tempat tujuan
pedalanan dinas semula ketempat tujuan perjalanan dinas selanjrrtnya
dan kembali ketempat kedudukan.

27. Pihak lain adalah orang pribadi atau badan selain Pejabat Negara,
Pemimpin dan Anggota DPRD dan ASN yang ikut melaksanakan
perjalanan dinas.

28. Tempat Kedudukan adalah tempatlkota kantor satuan kerja berada.
29. Tempat Beftolak adalah tampat/kota melanjutlan perjalan dinas ke

tempat tujuan.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan

dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak lain dalam menjalankan perintah
peq'alanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluin uang
saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.

33. Biaya Transportasi adalah braya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan braya transportasi bag Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan
atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan peq'alanan dinas.

34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

35. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Pejabat
Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pemimpin dan
Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II ysng melaksanakan peq'alanan
dinas sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

36. Akomodasi...



36' Akomudasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.37' Kontribusi adalah biaya fasilitas akomoda"i alr, ui*y" penyelanggaraarl
yang ditanggung peserta {instansi pengirim) . '

38' surat Perintah Tugas yang selanjuinyidisingkat dengan SpT adalah suratPerintah yang ditandatangani oleh pejabat yan; berwenang untukmelaksanakan tugas.
39' Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnnya disingkat SppD adalahsurat pe{ntah kepada Pejabat Negara, fimpinan dan Anggota DpRD, ASN

dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. wilayah Jabatan adalah wilayah keq'a dalam menjalankan tugas.
41. Surat Permohonan Izin Pedalanan binas Xeluar-t{egeri yan; sehnjutnya

disebut surat permohonan adalah surat permohonan-izin pe4"tuyrar. dinls
ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DpRD, ASN danpihak lain di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaf,n Karo.

42- Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait p"4rt"n".r dinas keluar
negeri.

43. Paspor dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri, yarrg selanjutnyadisebut paspor dinas, adarah dokumen yan; diberiJcan i*p*i,
pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah V"rS berangkat ke luar
negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersif;ai dilflomatik.

44- Exit permit adalah tanda pertgeuah*rt berupa "*p resmi untuk
meninggalkan suatu negara yang tercantum pada paspor dinas.

45. Visa adalah dokumen pemberi izin masuk Lesuatu ..egar* dalam suatu
priode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara
bersangkutan.

46. Harga estiminasi adaiah satuan braya yffigmengacu pada harga pasar {adcost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip elisiensi aan efettivits
biaya.

47. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat terlampaui.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Standar harga satuan daerah ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi
SKPD dalam penyusunail perencanaarl dar pelaksanaan alggarafl
pendapatan dan belanja daerah.
Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana keda dan anggaran satuan ke{a perangkat daerah;

b. referensi penyusunarr proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggara.n pendapatan dan belanja

daerah.
Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai;

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya lienaikan
harga pasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan daerah.
Standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas;

(21

(3)

(1)

l'2)

c. satuan...



satuan biaya rapat/pertemuan didaram dan diluar Kantor; danketentuan standar harga satuan khusus,

Bagran Kesatu
Satuan Biaya Honorarium

Pasal 4

(1) Satuan biaya honorarium terdiri dari:
a' honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik

daerah;
b. honorarium pengadaan barang/jasa;
c. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengad,aan Barang dan Jasa (UKpBJ);d' honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderato-r, pembawa Acara, a"r,

Panitia;
e' honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana

Kegiatan;
f. honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;g. honorarium penyuluh atau pendamping;
h. honorarium Rohaniawan;
i. honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah pengelola Teknologi

Informasi dan pengelola website;j. honorarium Penyelenggaran Ujian;
k. honorarium penulisan Butir Soal;
1. honorarium Penyelengaraan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan;
m. honorarium Tim Anggaran pemerintah Daerah; dann. honorarium Non ASN.

(2) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pad,a ayat (U tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan-dengan peraturan
Bupati ini.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pasal 5

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
diberikan kepada :

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD} /Pengguna Anggaran {pA) /Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) ;

b. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (ppTK);
c. Pejabat Penatausahaan Keuangaan Satuan Kerja Perangkat Daerah {ppK

SKPD};
d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara penerimaan;
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
f. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Peneri*u"rl
g. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
h. Pejabat Penatausahaal Barang;
i. Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
j. Pejabat Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang;
k. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
1. Pejabat Pengurus Barang Pengguna; dan
m. Pejabat Pengurus Barang Pembantu.

(21 Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD
diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola
keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
berdasarkan jumlah aset yang dikelola oleh SKpD.

(3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam I {satu} tahun anggaran
paling banyak 107" (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

c.
d.

Paragraf...



Paragraf 2
Honorarium pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

(1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa merupakan honorarium yang diberikankepada ASN yang terkait oxam petaksanaan pengadaai darangljasapemerintah di lingkungan pemerintah Kibupaten Karo.
(2) Honorarium Pengadaan Barang /Jasadiberikan kepada:

a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
b. Kelompok Keq'a pemilihan pengadaan Barang/jasa;
c. Pengguna Anggaran(pA); dan
d. Pejabat Pembuat Komitmen{pKK).

Paragraf 3
Honorarium Perangkat Unit Keq'a Pengadaan Barang dan Jasa (UKpBJ)

Pasal 7

Honorarium Perangkat unit Ke{a pengadaan Barang dan Jasa {uKpBJ)diberikan kepada ASN yang diberi tugal tambahar, **f,*g*i perangkat pada
UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenaig. '
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur oiganisasi tJrsendiri dan telahdiperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkal UKpg*I tidak diberikan
honorarium dimaksud.

(1)

(2)

Paragraf 4
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia

Pasal 8

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara,
Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi -atau
pengetahuan dalam kegiata.n seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan
teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foans group drscussTon,
dan kegiatan sejenis {tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honararium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan
sebagi berikut.
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau

Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel
maupun individual;

b. Narasumber atau Pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggaraan atau masyarakat;

c. Narasumber atau pembahas berasal dari dalam SKPD penyelanggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan keda perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD
penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 5}o/o {lima puluh persen}
dari honorarium narasumber/pembahas.

(3) Honorarium narasumber atau pembahas selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat juga diberikan kepada narasumber profesional yakni pakar,
praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian danTatau
pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar,
rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.

(4) Pemberian honorarium narasumber profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam
Peraturan Buapati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau
pembiaya secara at cost.

Pasal...



Pasal 9

(1) Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lainyang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagaimoderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, -bimbingan
teknis, workshop, sarasehan, simposiu*, tot 

"t 
r.ya,,' yoc"ts group dzscussion,

dan kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan-p*.rCl6it *r, dan pelatihan.(2) Honarium moderator d,apat diberikan dengan ketentuan :
a. moderator berasal dari luar sKpD penyelenggara; atau
b' moderator berasal dari dalam SKPD penyelanggara sepanjang peserta ya11g

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan keq'a perangkat
daerah penyelenggara danlatau masyarakat.

(3) Honorarium moderator selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
diberikan kepada moderator profesional yakni pakar, praktisi, 

"A; pembiiara
khusus yang mempunJai keahlian dan/atau plngalr-*n tertentu dalam ilmu
atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, iapat koordinasi, sosialisasi,
desiminasi dan kegiatan sejenis.

(a) Pemberian honorarium moderator profesional sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat melebihi besaran honorarium sebagai**.r, diatur dalam peraturan
Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiayaan
secara at cost-

(1)

{2t

(3)

(1)

(21

Pasal 10

Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandri
acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminali, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundangminimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala 6u,*r"t A-anlatarl
PimpinanlAnggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.
Honorarium pembawa acara selain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
iuga diberikan kepada pembawa acara profesional yakni pakar, prakiisi, 

"i*,pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu
dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, iapat koordinasi,
sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
Pemberian honorarium pembawa acara profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 dapat melebihi besaran honorariurn sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau
pembiayaan secara at cost.

Pasal 11

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja,
sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejeni.s sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar SKPD penyelenggara danlatau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat keq'a, sosialisasi, disiminasi
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif
dengan mempertimbangkan urgensi, d.engan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 4O {empat puluh) or€rng atau lebih, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium maksimal lOVa {sepuluh persen} dari jumlah
peserta dengan mempertimbangkan efi siensi dan efektivitas.
Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 {empat} orang.

(3)

{41

Paragraf...



Honorarirr, 
"tr.fffim*a Kegiatan dan

Sekretariat Tim pelaksana Kegiatan
Pasal 12

(1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD dapat diberikan honorarium
bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselln III, pejabat Eselon IV,Pelaksana, dan pejabat Fungsional pada timdimaksud.

(2) Pengaturan batasan jumlah keanggttaan tim yang dapat diberikan honorarium
sebagaimana.d_imaksud pada ayat fl) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :a' klasifikasi I dengan jumlah keanggotaan ri;aOat Eselon I dan Eselon II

sebanyak. 2- {dua) orang, Pejabat Eselon III sebanyak B (tiga} orang danPejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsitnd sebiryak S ltmalorang dengan kreteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan ierringgi lebih besar
atau sarna dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta ) per bulin;b. klasifikasi II dengan jumlah keanggotaan- Pejabat pslton I dan Eselon II
sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sibanyak 4 {empat) orang dan
Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional sebanyat< 6 (Jnam)orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan iertinggi lebih besaratau sama. dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) p*r bulu.r, da,
kurang dari Rp. 20.000.000,00 {dua puluh juta rupiah} per bulan; danc' klasifikasi III dengan jumlah keanggotaan Pejabat gselon I dan Eselon II
sebanyak 4_(empat) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan
Pejabat Eselon IV, Peiaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak Z {iujuh}orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan terlinggi kurang
dari Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum-menerima
tambahan penghasilan.

Pasal 13

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepad.a seseorang yang diangkat
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksaaakan suatu tugas tertentu
berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Dairah.

(2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai
berikut.
a. mempunyai keluaran {output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan

intansi memerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkuatan untuk tim
yang ditandatangani oleh Bupati;

c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah antar SKPD untuk tim yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagr yang

bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
f. dilakukan secara selektif, efektif, dan elisien.

(3) Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan
yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif

kepada seseorang
untuk menunjang

kegiatan tim pelaksana kegiatan.
(4) Sekretariat tim peiaksana kegiatan merupakan bagran

tim pelaksana kegiatan.
tidak terpisahkan dari

(5) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah dengan jumlah
sekretariat tim pelaksana kegiatan di atur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 {sepuluh}

ditetapkan oleh Bupati; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang

oleh Sekretaris Daerah.

orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan

Paragraf....



Honorarium pemb"n 
"-,".IfrXTf;n1r, 

saksi Ahri, Dan Beracara
Pasal 14

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat
Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri danmemberikan informasi *t"Y -keterangan sesuai d*ng*r, rceUanrian di bidangtugasnya yan.g diperlukan dalam tingkat penyidikan -danlatau persidangan dipengadilan.

(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahliatau saksi ahti tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi plngirimpemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium
dimaksud.

(3) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN,
dan pihak lain yang diberi tugas untuk bJracara mewakili intansi p***.i.rt.h
dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan
tidak duplikasi dengan pemberian gaji danLmbahan penghasilan.

Paragraf 7
Honorarium Penyuluhan atau pendampingan

Pasal 15

Honorarium penyuluhan atau pend,ampingan diberikan sebagai pengganti upahkerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakuk.n p*.ry,iluhan berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 8
Honorarium Rohaniwan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat
yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengamblt"r, 

""*p.li;*bu,t.rr.
Paragraf 9

Honorarium Tim penyusunan Jurnal, Buletin,Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan pengelola website

Pasal 17

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusurl dan penerbit
jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Apabila diperlukan dalam penyusun jurnal nasional atau internasional dapat
diberikan honorarium kepada mitra bestari {peer reuiewer) sebesar Rp.
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal
Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada
penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yffiig isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tenta.ng topik aktual yang patut diketa.hui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selembar atau mqjalah berisi warta singkat
atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk
lembaga atau kelompok profesi tertentu.

(6) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau
kepada pengelola website atau media sejenis ttidak
berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
Website atau media sejenis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan
honorarium dimaksud.

ParaBnaf.. -

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Website dapat diberikan
termasuk media sosial)

{7)

(8)



Paragraf 1O
Honorarium penyelengaraan Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepadapenyusun naskah ujian, pengawas uJian, penguji atau peme*tisa hasil ujian y*S
bersifat lokal sesuai kewenangan pemerintah Daerah.

Paragraf 1 1

Honorarium penulisan Butir Soal
Pasal 19

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepadapenyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lot<at, miliputi soal yang
bersifat penilaian akademik, seperti utuJ u3'l*n beistandar lokal, soal ujian tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur Jipil .r.gara, dan soal untuk fenilaiannon akademik seperti soal tes bakat, tes *irru.t, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akad*tit, *oIl t *
asesmen pegawai, soal kompentensi managerial sesuai dengan kewenan€rngan
Pemerintahan Daerah.

Paragraf 12
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

Pasal 2O

(1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang
memberikan wawasa.n pengetahuan danlatau shnring experience sesuai deirgan
keahliannya kepada peserta pendidikan dan p*UAfr"r, pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berasal dari luar sKPD penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan bJrisal dariluar perangkat
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam ha1 penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka
diberikan honorarium sebesar 5Ao/o (lima puluh persen) dari honorarium
penceramah.

(2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelengara dapat
diberikan sepanjang kebutuhan pengajaran tidak terpenuhi dari SKPD
penyelenggara.

(3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat
diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelengg*., baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya.

(a) Bagi widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat {3} honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.

(5) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium penyusunan modui pendidikan dan pelatihan dapat diberikan
kepada ASN atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul
untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan
Bupati.

(7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat {6) berpedoman pada
ketentuan sebagai berikut :

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal
jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuaa peraturan perundang-
undangan; dan

b. satuan...



b' satuan biaya ini diperuntukkan bagr penJrusun modul pendidikan danpelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidik"" 0"" pelatihan lamadengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan danpelatihan paling sedikit SOyo (lima puluh persen).
(8) Honorarium panitia penyelenggrr*.n kegiaLn pendidikan dan pelatihan dapatdiberikan kepada panitia pJnyelenggir" pe..aiaikt dan pelatihan yang

melaksanakan fungsi tata usaha pendidlt an dan pelatihan, evaluator danfasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik denjan -keieniuan Ebagai
berikut :

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi basr yang
bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlJh p*ritir yang dapat

diberikan honorarium paling tinggi 1O% {sepuluh fersen) Aari.1'umiar, [esertadengan mempertimbangkan efisiensi Oan' efittivitas pelak****.r;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh| or"rrg, jumlah panitia ya11g

dapat diberikan honorarium paling banyak 4 {empat} o-i.rg; dan
e. jam perjalanan yang digunakan untuk kegiatan penyelengg*.r.., pendidikan

dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima )meni1.

Paragraf 13
Honorarium Tim Anggaran pemerintah Daerah

Pasal 21

(1) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang di tetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati.

(2) Jumlah anggota kesekretariatan yang tircantum dalam tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 14
Honorarium Non ASN

Pasal 22

Honorarium Non ASN merupakan kompensasi basr Non ASN dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewqjaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai tJget
kinerja sub kegiatan dimaksud.
Pemberian honorarium Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi
rryata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 23

Perjalanan dinas merupakan peq'alanan dari tempat kedudukan ketempat yang
dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
Perjalan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi
kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain d,apat
melaksanakan perjalanan dinas dan harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan/ perintah atasannya.

(1)

(21

(u

{2t

(3)

Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :

a. detasering diluar tempat kedudukan;
b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang

tempat kedudukan;

{1) termasuk pula

diadakan di luar

c. diharuskan...

(4)



(s)
(6)

c' diharuskan menghadap mqielis penguji kesehatan pNS atau menghadapseorang dokter penguji kesehatan-yang ditunjuk yang berada diluar I"*p"tkedudukan untuk mendapatkan iurat -ketiranlan 
dokter tentang

- kesehatannyagunakepentingln jabatan; -- -----i
d' untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkankeputusan Mejelis penguji Kesehatan pNS;
e' harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan suratketerangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu melakukan

tugas;
f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
g' meqjemput dan mengantarkan ketempat p"*ik*"r, jenazah pejabat

Negara, PNS yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
h' menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakairran jenazah pejabat

Negara, PNS yang meninggal dunia dari temp"i k drdukan yang terakhir kekota tempat pemakaman;
i. melaksanakan perjalanan dinas lanjutan;j' narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Karo d.apat

menerima biaya transportasi dan penginapan berdasarkan tingkat pe{alanan
dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan fasilitaJtertinggi yakni
perjalanan dinas tingkat B.

Pejalanan dinas dilaksanakann setelah diterbitkannya SpT dan SppD.
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat il)terdiri dari:
a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. pedalanan dinas luar negeri.
Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari

a. peq'alanan dinas dalam daerah;
b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;d.an
c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 24

Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat
(5) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah pe4'alanan dinas

untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya pejabat yang

berwenang harus memperoleh persetujuaan I perintah atasannya.
Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SpT dan
SPPD ditandatangani oleh :

a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan
dengan atasan langsungnya; dan

b. dirinya sendiri atas nafita atasan langsung dalam hal jabatan tersebut
merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang
bersangkutan, setelah memperoleh persetujuaan atasannya.

Pasal 25

(1) SPf dan SPPD Peq'alanan Dinas Dalam Negeri untuk
oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.

(2) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama

Bupati, ditandatangani

untuk Ketua DPRD
dirinya sendiri.

(7)

(8)

(1)

(2)

(s) sPr...



(5) Apabila Bupati berhalangan
sebagaimana dimaksud pada
dan atas nama Bupati.

{3) SPT dan SPPD Peq'alanan Dinas Dalam Negeri untuk wakil Bupati,ditandatangani oleh Bupati.
(4) SPT dan SPPD Peq'alan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD ditandatangani olehKetua DPRD.

maka SPT dan SppD untuk Wakil Bupati
ayat {a} ditandatangani oleh Wakit Bupati, urrtuk

(6) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SpT dan SppD Angggta DpRDsebagaimana di maksud pada ayat (a) ditandatangani oleh salah satu WakilKetua DPRD.
(7) Rerhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat {6} adalah suatukeadaan yang mengakibatkan Bupati dan Ketua DPRD Ua"f.'memungkinkan

untuk menandatangani SpT dan SppD.

Pasal 26

(1) Dalam hat Peq'alanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi, SpT untuk KepalaSKPD, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatanganl tlehBupati.
(2) Apabila Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Wakil Bupati.
(3) Apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau reiaUat yang ditunjuk aanTaiau
pejabat yang setingkat dibawahnya.

(4) SPT dan SPPD ASN yang menduduki jabatan Struktual Esolon III, Esolon IV
dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran
atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat(4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKiu, 'kecuali 
dalani r*rrgt 

^konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bup-ati,
Wakil Bupati atau Seketaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan
SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dan- khusus untuk Seketariat
DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi {tanpaundangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Seketaris Dewan.

Pasal 27

(1) Dalam hal Peq'alanan Dinas Luar Daerah Datam Provinsi, SpT untuk Kepala
SKPD ditandatangani oleh Bupati, \Makil Bupati atau Sektaris Daerah dan/atau
Asisten Seketaris Daerah, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh masing-
masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat y*"g ditunjuk.

(2) SPT dan SPPD Camat ditandatangani untuk dan atas narna dirinya sendfo.
(3) SPT dan SPPD Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani

oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris daerah dan/atau pejabat V"rSditunjuk sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusu* ,ntrk
Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau
Koordinasi (tanpa undangan) dan studi banding ditandatangani oleh Sekretaris
Dewan.

Pasal 28

{1) Komponen biaya peq'alanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (6) huruf a terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;

c. biaya.".



c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID_19 (rapid testlpCl test/sutab test)sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic covlD_19).

{2} Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud a*** pasal ZZ ayati+1 frururg dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1}j"g" dib*.ikr1
biaya menjemput dan mengantarjenazah, terdiri dari:
a. biaya pemetian; dan
b. biaya angkutan jenaza}r.

(3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 ayat {2} huruf f dibirikan sesuai akomodasi yang
tersedia.

(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan-peq'alanan dinas.
(5) Biaya pe{'alanan dinas sebagaimana dimaksud pada-"y"t 141 digolongkan dalam

5 (lima) tingkatan, yaitu:
a. tingkatan A untuk bupati,wakil Bupati dan pimpinan DPRD;
b. tingkat B untuk pNS Eselon II dan Anggota DpRb;
c. tingkat C untuk PNS Eselon IlllGotongn tV;
d. tingkat D untuk pNS Eselon IV/Golongan III;dan
e. tingkat E untuk pNS golongan II dan Golongan I.

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksrid pada ayat {5} kepada pihak lain
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

(7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {6} dikelompokkan sebagai berikut:
a. untuk ijasah SD dan SLTP/SLTP kejuruan disetarak.n derrga.r pt'I5 Cotongan

I;
b. untuk ijasah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan

sarjana muda disetarakan dengan pNS Golongan It; dan
c. untuk ijaaah Diploma IV, sar.l'ana (s-1), Migister {s-2}, Dokter, Apoteker,

Spesialis, (1 dan 2), Pendidikan Propesi dan Doktor {S-3}'disetarakan dengan
PNS Golongan III.

(8) Biaya pe{alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {5} kepada Tp pKK
dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah 

'Kabupaten 
Karo

diberikan dengan rinciaan sebagai berikut:
a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita persatuan Tingkat

Kabupaten Karo digolongkan pada tiagkat B.
b. KetualWakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri pejabat

Negara, ketika melaksanakan pe4'alanan dinas bersamaan dengan irel:abat
Negara diberikan fasilitas Perjalanan Dinas Tingkat A khusus ,rrtrt
komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen
perjalan dinas Tingkat B; dan

c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita persatuaan
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

(9) Biaya perjalanan dinas bersumber dari prograln dan kegiatan SKPD terkait
sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

Pasal 29

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi
Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lot<at untuk Ferjalanan Dinas :

a. luar daerah luar propinsi;
b. luar daerah dalam propinsi;
c. dalam daerah; dan
d. pendidikan dan pelatihan.

(2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan
internal dalam Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari B (delapan)
jam dan dilengkapi dengan SpT dapat diberikan uafig saku.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan secara
dan merupakan batas tertinggi.

lumpsum

Pasal...



transportasi luar daerah luar provinsi;
transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
transportasi dalam daerah.

Pasal 31

(1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29huruf a dilakukan d-engan pesawat udara, transportasi laut, dan darat.(21 Biaya transportasi luar dairah r"* pr"pirr*i *.Lr,gai**rrr-ai*.r.sud pada ayat(1) terdiri dari:
a. tiket dan passenger seruice charges;
b. biaya taksi dan/itau angkutan irmum; dan
c. biaya pemeriksaan kesJhatan COU6_19 {rapid. test/ pCR test/swab test)sesuai dengan lilra riil {sepanjang dalam masa pandemic COVID- 19).(3) Biaya transportasi luar daerah luar-provinsi sebaiaimana aimatosua pada ayat(2) huruf a dan huruf c dibayarkan secara riil dan merupakan harga estiminasi.(a) Biaya transportasi luar aaeial t,r* pro"irrsi sebagai*il*-ai*aksud pada ayat(2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi.(5) Tiket sebagaimana dimaksu_d p"d" 

"yit-lzl huiuf " J6"t disediakan orehmasing-masing Sekretariat SKpD.

Pasal 32

(1) Tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat (1) ke tempat tujuan dapat digunakan rioda transportasi laut dan darat.(2) Biaya penginapan selama 
-dalari 

peqialanan darat dan laut sebagaimana
limaksud pada ayat {1} tidak dibayarkan.

(3) Biaya transporiasi luar daerah luar propinsi dengan moda transportasi lautsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. tiket kapal laut; dan
b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.

(a) Biaya tranportasi luar daErah luar provinsi dengan moda transportasi daratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. tiket bus;dan
b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.

(5) Biaya tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a dan ayat {a} huruf a dibayarknn secara ral sesuai dengan tarif yangberlaku di tempat keberangkatan.
(6) liaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimarla dimaksud pada ayat(3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara lu*p"u*.

Pasal 33

(1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal
29 huruf b dapat digunakan taksi danlatau "r[t utan umum.

(2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinii sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

(3) Khusus peq'alanan dinas yang dilakukan ke daerah pulau Nias, biayatransportasi merujuk pada 6i"v" transportasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 3O.

a.
b.
c.

Pasal 3O

liaya transportasi sebagaimana dimaksud dalamdarr :
Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri

Pasal...



Pasal 34

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan
f:f;HTffi"lff,Tr#."u" terhadap biava trlsportasi hanya dibeririin ;;;;
uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibayarkansecara lumtrtsum 

Pasar 35

(1) Biaya transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hurufc diberikan terhadap perjalanan dinasiebu.gi b*.it rrt ,
a. perjalanan dinas daram Kecamatan Kabanjahe;
b' perjalanan dinas keluar Kecamatan rauanlarre dalam wilayah KabupatenKaro;
c' perjalanan dinas dari Kecamatan lain ke Kecamatan Kabanjahe dalamwilayah Kabupaten Karo; dan
d. pedalanan dinas yang harus menggunakan Jeep/Doubre Gardan.(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] 

-huruf 
a diberikankepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah KabupatenKaro, untuk pemungutan dan validasi pajak daerah serta validasi barang milikdaerah"

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat {U dibayar secaralumpsum sesuai dengan jumlah ihari riit pelaksan"".r p*O"ranan dinas yangberdasarkan SpT.
(4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf d yangmenggunakan Jeep/ Double Gardan lnanya digunakan paaa aaliarr KabujatenKaro yang tempat tujuannya hanya dapat ?it**p,rr, *.rrg n menggunakankendaraan Jeep/ Double Gard,an.
(5) Trasportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sewa kendaraan

Jeep/ Double Gardan dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.(6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud p*a*^*yit (U tidak diberikan ua.ngharian dan penginapan.

Pasal 36

Yry* penginapan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2T ayat {\ huruf cdigunakan untuk menginap
Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempatpenginapan yang berada di daerah tuJuan perjalanan dinas atau penginapan
yang berdekatan dengan daerah tujuanperjalanan dinas.
Jika daerah tempat tduan peq'alnnan airr** sebagaimana dimaksud pada ayat(?) tidak terdapat tempat penginapan maka perrgirrapan dilakukan di luar
daerah yang terdekat dengan tempaf tujuan peq'alanan dinas.
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud p"O" ayat {1} dibayarkan secara riil
sesuai dengan tempat perjalanan dinas.
Jika perjalanan dinas dil'aksanakan oleh 2 {dua} orang yang tingkat peq'alanan
dinas dan beqjenis.kelamin yang sarna maka dibayarkan-hariya l-{satu) Iir*rr.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) tidak Ueitatcu' pada Bupati,wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Eselon II.
Sa,tuan biaya penginapan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan
pelaksanaan perjalanarr dinas.

Pasal 37

(1) Dalam hal pelaksanaan peq'alanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya, kepada yang Uersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sesuai dengair tingkatan peq'alanan
dinas.

(2) Biaya penginapan sebesar 3oo/a dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan secara lumpsumsesuai dengan tingkatan peq'alanan dinas.

Pasal-..

(1)

(2)

t1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71



Pasal 38

(1) uang representasi-sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat (1J huruf dhanya dibayarkan kepaJa Pejabat NA; yakri eupatiTwarcil Bupati, pejabatDaerah yakni Pimpinan dan Anggota o"pRo, dan ASN yakni pejabat Eselon II.(2) uang representasl sebagaimrrr? ai*ar.sua pada ayat (1) dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 39

(1) untuk keperluan urusan mengurus jenazah sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayait t4l huruf g dan trurir rr diberikai biaya pe4'alanan dinassebagaimana dimaksud dalam pasal ZS ayit{rt-:-*(2) selain biaya sebagaimana dimaksud i"a" ayat {U diberikan juga biayapemetian dan biaya angkutan jenazah. r 
-

(3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenaaah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibayar secara riil.

Pasal 4O

(1) untuk biaya pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (a) huruf f jika at o*oJasi pendidikan danpelatihan diluar tempat kedudukan'ditanggung oleh penyelenggara maka biayapery'alanan dlnas hanya ditanggung uang h"rd aa" t 
""po.t.si"(2) Jika akomodasi pendidikan J"r, -petatiia" ai tuar tempat kedudukan tidakditanggung oleh penyelengT? q** biaya perjalanan iirru.* dibayar sesuaidengan ketentuan Pasal 28, Pasal 36 dan pasal 3g, sedangkan bilapenyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada pesertaadalah di luar yang ditanggung biaya kontribusi.

(3) Biaya perjalanan d,inas untut< pendidikan dan pelatihan di luar tempatkedudukan dapat diberikan t 1saiu1 hari p-ada kedatsng"t a*nTatau 1 {satu}hari pada saat kepulangan untuk uang harian a"" p"nfr"rpan sesuai denganketentuan Pasal 29 ayat (1) dan pasal 36.
(a) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukanditetapkan penyelenggara 1 ,(satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uangherian dibayarkan dengan keteniuan jumlah hari-dikali besaran uang hrriansebagaimana dimaksud dalam pasal 2{i ayat(1) huruf d.

Pasal 41

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikanketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan peq'alanan dinasdimaksud dalam anggaran organisasi perangkat daerah berkenaan.

Pasal 42

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta pihak lainnya yangmelaksanakan pedalanan dinas dilarang menerima biaya perjal'anan dinas rangkap(dua kali atau lebih) dalam pedalanan Oirra* yang dilakukan dalam waktu l*rssama.

Pasal 43

(1) Uang harian, biaya penginapan dan
perjalanan dinas diberikan :

uang representasi, dalam rangka

a' l1luk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling singkat B (delapan)
Jam;

b. menurut...



b' menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanandinas;
c' selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalamhal harus berpindah ke alat angkutan l"i";*
d' paling lama lq ( sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuhsakit/berobat daram hal pelaksana p"q'"I;"r, dinas jatuh sakit;e' paling lama 90 (sembilan putufr; fr"ri dalam haj pNS melaksanakan
^ detasering menjadi penugaspmaahan;
f' paling lama 7 (tujuh) hari-setelah diterima keputusan tentang perubahandatasering menjadi penugaspindahan 

;g' paling lama 3 (tiga) hari di lempat penjemputan jenaaah dan paling lama 3(tiga) hari di tempat pemakam an jinazax i*trn hal jin6j11- tersebut tidakdimakamkan di tempat kedudukan armarhurir/x**lr"mah yangbersangkutan untuk melaksanakan peq'alanan dinas yang meninggal saatmelaksanakan perjalanan dinas; dan
h' paling lama 3 {tiga} hari di tempat pemakaman jenazah petaksana peq'atanan

{4q* yar.g meninggal dalam melaksanakan pe{alanan dinas dimakamkan
- 

tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.D"11* hal peq'alanan dinas dilakukan secara bersama-sarna untukmelaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pelaksanaperjalanan dinas dapat menginap- plda p!r,g[r*pan yang sarna, sesuai dengan
!91""* kamar penginapa, y""rrg telah- Oitetapf.in.
Ajudan Bupati/wakil Bupati aaum melakukan pe{alanan dinas sebagaimanadimaksud pada ayat {21 namun tidak terdapat icelas kamar penginapan yangtelah ditetapkan, maka dapat mengin-ap p"a* penginapan y€Lng sama denganBupati/wakil Bupati berdasarkan tarif k **, terendah pada saat c?rcckin padapenginapan tersebut.

(2t

(s)

(2)

(1)
(21

Pasal 44

?"11- hal pe{alanar dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu palingsingkat 24 (dua puluh empat) j"*, maka selima waktu v""g dimaksud k;p;a;pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 45

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
Dal.am hal perjalanan dinas lSrr* *.g*.L iitaksanat<an, sementara biayaperjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 46

Dalam hal jumlah hari perJ'alanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yangditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwe-nang dapat riempetimnangt<ai
|a}!ahan uang harian, biaya penginipan dan uang representLsi sepan;:angkelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelataian pejabat rv"g**]
Pimpinan dan Anggota DpRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan.
Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-haI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf
h.
Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain
ternyata lebih d,an 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal a2 ayat (1)
huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemlerian
tambahan ua11g harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang
kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahanTtlUaian pejabat f.rega.i
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pNS yang bersangkutan.

(1)

(s)

(4) Dalam...



(a) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yangditetapkan dalam SPPD, maka reJauat iv*g;, pimpinin dan Anggota DpRD,ASN dan pih* lain yang bersanglutan *iiiu menyetorkan kembali kelebihanuang harian, biaya penginap"?.q"l 
Yans refresentasi yang telah diterimanya.(5) Ketentuan penyetoran kembati kelebihi" 

""rg harian din uang representasisebagaimana dimaksud pada ayat {4} tidak nerlat<u untuk hal-hal sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 ayat i+; rrurur d sampai dengan huruf h.

(1) Pejabat yang berwenang hanya
dinas yang biayanya dibibankan
perangkat daerah berkenaan.

Pasaj47

dapat menerbitkan SFPD untuk peq-alanan
pada anggaran yang tersedia pada orlanisasi

(2) Dalam ha1 SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud padJayat (1), maka p"*6i"y"in fe{'alanan dinas dapatdibebankan pada sKpD y*t s olrwenang tersebut.
(3) Format sPPD pery'alanan dinlq **uglirr.rrra tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan d.engan peratura' Bupati ini.

Pasal 48

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukanpeq'alanan dinas wajib menyamp"rt 
"r, 

dokumen pertanggungiawaban biaya.

Pasal 49

Dokumen pertanggungiawaban biaya sebagrmana dimaksud dalam ketentuan pasal48 terdiri dari sPT, sppD, bukti p.ng"Lr**r, yar.g sah {tiket, boarding pass,Paseenger seruice ctwrge, bukti penginapan, taksi a{nyatau'angkutan umum danbiaya rapid tesf covid 19) disertai iapo-ran rrasit peq'alanan dinas secara tertulis.

Pasal 5O

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan pe{alanan dinas, biaya pembatalan
dapat dibebankan kepada ApBD SKPD berkenaan.

(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebrgal berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
b. sebagian *t"l seluruhnya biaya tiket tranportaui *L.. bi*y* penginapan yang

tidak dapat dikembalikan.
(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi :-
a. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau

biaya penginapa:l dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginap€Ln
yang disahkan oleh pimpinan;

b. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana
Surat Perintah Perjalanan_Dinas, atau paling rendah pejabat Eseltn II bagi
Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas re3aUat Eseldn III kebawah, yang
dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam r,ampiran tv
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan

c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam- Lampiran V i*Smerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

(1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan Bupati
ini dalam lingkungan SKPD masing-masiag.

(2) Pejabat...



{2} Pejabat yang 
-berwenang agar lebih selektif ryeabatasi pelaksanaan peq-alanandinas untuk hala-hal y""g tit"r< mernpunyai pfo,ntas tinggr dan penting sertamengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, lumlah orang, danlamanya perjalanan.

(3) Pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak rain yang merakukanpeqialanan dinas bertanggung;awat sepenuhnya atas kerugran yang dideritaoleh Negara sebagai akibat -dari 
kesiahan, kelalaian atau kealpaan yangbersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.(4) Terhadap kesaiahan, kelalaiin, oT riJip"t" gsfoqgaimana dimaksud pada ayat(3) dikenakan tindakan-tindakan lainaya menurut tetentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 52

(1) Pejabat Negara, pimpinan 
{an Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapatmelakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

(2) Pe{alanan dinas ke luar negeri sebagailana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam rangka:
a. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ruar negeri;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. studi banding;
d. seminar/ lokakarya/ konferensi ;
e. promosi potensi daerah;
f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
g. pertemuan Internasional; dan/atau
h. penandatanganan peq'anjian internasional.

(3) Pery'alanan dinas ke luar negeri ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan sangat selektif untuk kepentingan yaxg sangat tinggi altn iriorit*u v*rrgberkaitan d9ngan peningkatan hubu"g"r, t e4a--sama"luar 
"Tgeri.(a) Perjalanan dinas ke luar negeri dapaiaitakukan apabila pelaksanaan tugasnyadi dalam negeri tidak ada yang mendesak.

(5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak ssfoagaimana dimaksudpada ayat (4) antara lain:
a. terjadi bencana alam;
b. pemilihan umum anggota DpR, DpD, dan DpRD;
c, pemilihan presiden dan Wakil presiden; dan
d. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(6) Hasil-hasil per.l'alanan dinas _ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan
Daerah.

(7) Besaran biaya perjalanan dinas hrar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran ya"g tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 53

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dalam melakukan p.4u.tu.r.u,r, dinas ke luar
negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.(2) Dokumen administrasi perjalanan d"inas ke luar negeri sebagaimana diriaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat izin pemerintah;
b. paspor;
c. exit permil
d. visa;
e. kerangka acuan kerja; dan
f. surat undangan.

(3) Selain...



(3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan
dokumen pendukung dalam hal kegiatan:
a. kery'a sarna pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (21 huruf a, ditambah dengan dokumen
naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sarna, dan Surat
kon{irmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;

b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;

c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf
e, ditambah dengan dokumen surat konlirmasi Perwakilan Republik
Indonesia di Negara tujuan;

d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebrgaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan
Republik Indonesia; dan

e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama,
Surat Kuasa Penuh dalam rangka kery'a sarna dan surat konfirmasi
Perwakilan Republik Indonesia di negara tduan.

Pasal 54

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat {1) mengqiukan permohonan perjalanan dinas
untuk mendapat surat izin pemerintah.

l2l Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

(1) Pedalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5
(lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh
pimpinan.

(2) Perjalanall dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5
(lima) orang dalam hal:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 56

Jangka waktu pelaksanaan perjaLanan dinas ke luar negeri paling lama 7 {tujuh)
hari, kecuali untuk hal-hat yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk
ditinggalkan.

Pasal 57

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan pedalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.

(2) Dalam hal wilayah tujuan pedalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat
perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan
perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat
setempat yang berwenang.

Pasal 58

(1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain ditandatangani oleh Bupati.

(2) SPf dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua
DPRD.

Pasal...



Pasal 59

(1) Komponen biaya pedalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 terdiri dari :

a. uang harian; dan
b. biaya tiket;

(21 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam
5 (lima) tingkata,n, yaitu:
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DpRD;
b. Tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DpRD;
c. Tingkat C untuk PNS Ese1cn lII/ Golongan IV;
d. Tingkat D untuk PNS Eselon IV/ Golongan III; dan
e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

(a) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
a. untuk iiazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS

Golongan I;
b. untuk ljaaa}' SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan

Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
c. untuk ljaza}, Diploma IV, sa{ana ts-l}, Maqister {s-2}, Dokter, Apoteker,

Spesialis {I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor {S-3} disetarakan dengan
PNS Golongan III.

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TP PKK
dan Dharma Wanita Persatuan diberikan sesuai azas kepatutan dan kewajaran
dengan rincian sebagai berikut:
a. KetualWakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat

Kabupaten Karo digolongkan padaTingkat B;
b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat

Negara, ketika melaksanakan pedalanan dinas bersamaan dengan Pejabat
Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas tingkat A khusus untuk
komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen
perjalanan dinas tingkat B;

c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan

d. Biaya perjatanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait
sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

Pasal 60

(1) Uang Harian Perjatanarr Dinas Luar Negeri sebagairnana dirnaksud dalam Pasal
59 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. uang makan;
b. uang saku;
c. transportasi 1okal; dan
d. uang penginapar.

(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum
dan merupakan batas terlinggi.

Pasal 61

Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dibayarkan
secara nil.

Pasal 62

Pejabat Negara yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

Pasal...



(1)
(2)

Pasa1 63

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11 dilarang menerima biaya perjalanan dinas
rangkap (dua kali atau lebih) dalam peg'alanan dinas yang dilakukan dalam waktu
yang sama.

Pasal 64

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
Dalam ha1 perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanarr dinas befum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 65

Pejabat y-ang berwenang hanya dapat merrerbitkan SPPD untuk perjalanan
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada
kantorf satuan kerja berkenaan.
Dalam hal SPPD bagi ASN dan pihak lain ditandatangani oleh atasan langsung
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
pembiayaan perjalaran dinas dapat dibebankan pad3 kantorfsatuan kerja
pejabat y an,g berwenang tersebut.
Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 66

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya.

(2) Dokunren pertanggungiawaban biaya a. dimaksud pada ayat t1)
terdiri dari:
a. SPT dan SPPD;
b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, boarding pa^ss, Passengger Seruice Charge,

bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan);
c. laporan hasil perialanan dinas secan:a. tertulis; dan
d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) serta

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasa] 67

Pejabat Negara, Pimpinan d.an Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau
kealpaan yar'g bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas
dimaksud.
Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

(u

{2t

(s)

(1)

(2|

Pasal 68

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib
hasil pedalanan dinas ke luar negeri.

(2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
kepada Gubernur.

dan pihak lain yang telah
membuat laporan tertulis

pada ayat (1) disampaikan

(3) l,aporan...



(3)

(4)

Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disampaikan
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat
melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah
menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(u.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor

Pasal 69

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang
paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut
lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 {empat} jenis yaitu paket Fullboard,
Paket Fulldag, Paket Hatfdag dan paket Residence.
Satuan biaya paket fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat {21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen paket mencakup
akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 {tiga} kali, rehat kopi dan kudapan 2 {dua)
kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket fu$dag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen paket
mencakup makan 1 {satu} kali, rehat kopi dan kudapan 2 {dua} kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket haWaA sebagaimana dimaksud pada ayat {21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen paket
mencakup makan 1 (satu) ka1i, rehat kopi dan kudapan 1 {satu} kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.

(6) Satuan biaya paket resid.ence sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen
paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 {tiga} kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.

(7) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. akomodasi paket futlboard untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke

atas akomodasi 1 {safu} kamar unfuk 1 (satu} orang dan untuk pejabat
eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 {dua} orang;

b. dalam rangka efisiensi allggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau
pertemuan diluar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik
daemh serta harus tetap mempertimbangkan prinsrp pengelolaarr keuangan
daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 7O

(1) Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan uang harian.

(1)

{21

(3)

(4)

(s)

(2) Panitia...



{2} Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan
kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan
waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar *rt t., peiaksanaan
kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan
dinas sesuai ketentuan yang berlaku, unluk I (satu) hari Jebelum dlniatau 1
(satu ) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

(3) latuan biaya dalam pengalokasiarr uang harian kegiatan futtboard. kegiatan
fulldag, kegiatan halfdag atau kegiatan risid.ence tercintum dalam Lampiian IIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupaii ini.

Bagian Keempat
Standar Satuan Khusus

Pasal 71

(1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan khusus selain yang tercantumdalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usuian Kepala 
- Sfpn dengan

memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dirnaksud pI"O. ayat (1) mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKpb p*rrgr*ul; dan
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil-dari/atau daerah

perbatasan.
{3} Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan

Surat Pengantar yang melampirkan Kajian Usuian dan'Kerangka Acuan Kerja
yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantrim daiam LampiranVIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

{U Standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan Rekomendasi dari
Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah.

{2) Pengawasan atas penggunaan standar harga satuan khusus di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karg Tahun Anggaran 2A2L ditakukan oleli Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerih Kabupaten Karo sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Karo.

Ditetapkan
pada tani 207 I

RO,

Diundangkan di
pada tanggal 03

Kabanjahe
D,oLBT oyal

SEKRETARIS BUPATBN KARO,

KAMPE PURBA

BERITA D RAH KABUPATEN KARO TAHUN @6

MANA



LAMPIRAN i
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 06'fPuut zrrr
TANGGAL 02^ nb&eT .Y?-l

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

PEMERII\TTAH KABUPATEN KARO

TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAIII BIAYA HOI{OR.A"RIUM

Honorarlum
Daerah

Keua,rgan dan Barang MiIIL

PeJabat Pengelola Keuangan Daerah (PPI{D} lpengguna Anggarar (pA)/

s.d Rp. 100 Juta
lOO Juta s.d. Ro. 25O.Iu
25OJutasd. Ro.5OO

dana diatas Ro. 2.5 Mi

sd. Rp. 25 Miliar 3.O10.OOO

Miliar sd. Ro. 75 Miliar
75 Miliar sd. Ro. 1OO Miliar

Nilai pagu dana diatas 1OO Miliar sd. Rp. 250 Miliar
250 Miliar sd. Rtr. 5OO Miliar
5OO Miliar sd. Rp. 750 Miliar

dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rn. L tr:iliun

\!!ai pagu dana s.d Rp. lOO Juta
1OO Juta s.d. Rp. 250 Juta

1.O10.OOO

1.210.OO0
250 Juta sd. Ro. 5OO Juta

dana diatas Rp. 5OO Juta sd.
1 Miliar sd. Rn. 2.5 Miliar
2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
5 Miliar sd. Ro. 1O Miliar

dana diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar
dana. diatas Rp. 25 Miliar sd. Rr:. 5O Miliar
dana diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar

75 Miliar sd. Ro. 1OO Miliar
100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar
250 Miliar sd. Ro. 5OO Miliar
5OO Miliar sd. Rp. 750 Miliar
75O Miliar sd. Ro. I triliun

s.d Ro. 1OO Juta
100 Juta s.d. Rp. 250 Juta

dana diatas Rp. 25O Juta sd. Rp. 5OO Juta
dana diatas Rp. 500 Juta sd. Ro. 1 Miliar

1 Miliar sd. Rp. 2.5 Miliar
dana diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar

5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar
danadiatas Rrr. lO Miliar sd. Rn. 25 Miliar
dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 5O Miliar
dana diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar
dana diatas Rn. 75 Miliar sd.

lOO Miliar sd. Rp. 25O MiTrar
250 Miliar sd. Rp. 5OO Miliar
5OO Miliar sd. Ro. 75O Miliar
750 Miliar sd. Rp. 1 triliun

dana s.d Rp. 100 Juta
100 Juta s.d. Rp. 25O Juta

dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 5OO Juta
dana diatas Ro. 5OO Juta sd. Rr:. 1 Miliar
dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar

Nilai
Nilai

2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar
5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar



No. Uratan Salrren Becaran {Rp} Koterangan

8 Nilai pagu dana diataq Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar OB l.OqO.OOC
9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. SO Miliar OB 1.320.000
10 Nilai pagu dana diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Mitiar OE 1.550.000
t1 Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rn. 1OO Miliar OB 1.7BO.OO0
I2 Nilai pagu daoa diatas Rp. 1OO Miliar sd. Rp. 2SO Miliar OB 2.120.OOC
13 Nilai pagu dana diatas Rp. 25O Miliar sd. Ro. SOO Miliar OB 2.470.OOC
L4 Nilai pagu dana diatas Rp. 5OO Miliar sd. Rp. 7SO Miliar OB 2.810.000
15 Nilai pagu dana diatas Rp. 75O Miliar sd. Rp. 1 triliun OB 3.160.000
16 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun OB 3.840.000

5
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Beadahora penerios
Pombantu
Nilai pagu dana s.d Rp. lOO Juta OB 260.00c

2 Nrlei pasu dana diatas Rp. 1OO Juta s.d. Ro. 25O Juta OB 310.000
J Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Ro. 5OO Juta OB 370.OOO
4 Nilai pa,qu dana diatas Rp. 5OO Juta sd. Ro. 1 Miliar OB 430.OOO
5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rn. 2.5 Miliar OB 500.0o0
6 Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar OB 570.o00
7 Nilai pagu dana diatas Rn. 5 Miliar sd. Ro. lO Milior OR 640.00c
8 Nilai pasu dana diatas Ro. 1O Miliar sd. Ro. 25 Miliar OB 8lo.00c
9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Ro. 5O Miliar OB 980.000
10 Nilai pagu dana dia!4s Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 MiLiar OB 1.150.OOO
t1 Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 10O Miliar OB 1.330.OOO
72 Nilai pasu dana di4tas Rp. 1OO Miliar sd. Rp. 2SO Mfiar OB 1.5BO.OOO
13 Nilai pasu darr4 diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. SOO Miliar OB 1.840.OOO
t4 NilAi pagu dana diatas Rp. 5OO Miliar sd. Rr:. 750 Miliar OB 2.OSO.OOO
15 Nilai pagu dana diatas Rp. 75O Miliar sd. Ro. 1 triliun OB 2-350.OOO
L6 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun OB 2.a60.ooo

6 PeJabat Pengelola Barang MiltL Daerah ISKPKD)
Nilai aset diatas Rr>. 2OO Juta sd. Rp. 5OO Juta OB 510.OOO

2 Nilai aset diatas Rp. 5O0 Juta sd. Rp. 1 Miliar OB 660.000
Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar OB 710.000

4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar OB 810.000
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Ro. 1O Miliar OB 910.OOO
6 Nilai 4set diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar OB 1.O10.000
7 Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd" Rp. 5O Miliar OB 1-210 ooo
8 Niiai aset diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.310,OOO
I Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OB 1.410.OOO
10 Nilai aset diatas Rp. l0O Mifiar sd. Rp. 25O Miliar OB 1.510.OOO
11 Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 5OO Miliar OB 1.810.O00

7 PeJabat Penatausahaan Barang ISKPKDI
1 Nilai aset diatas Rp. 2OO Jutasd. Rp. 500 Juta OB 460.OOO
2 Nilai aset diatas Ro. 5OO Juta sd. Ro. 1 Miliar OB 610.000
J Nilai aset diatas Rn. 1 Miliar sd. Ro. 2.5 Miliar OB 660.OOO
4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar OB 760.OOO
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Ro. lO Miliar OB 860.OOO
6 Nil4i aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar OR 960.OOO
7 Nilai aset diatas Rp. 26 \4i1iar sd. Rp. 5O Miliar OB 1.160.000
8 Nilai aset diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar C}R 1.260.OOO
I Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OR 1.360.000
10 Nilai aset diatas Bp. 1OO Miliar sd. Rp. 250 Miliar OB 1.460.000
t1 Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar OB 1.760.OO0

8 lglabat Pengurus Barang Pengelola ISKPKDI
1 Nilai aset diatas Rp. 2OO Juta sd. Rp. 5OO Juta OB 360.OOO
2 Nilai aset diatas Rp. 5OO Juta sd. Ro. 1 Miliar OB 510,OOO
3 Nilai aset diatas Rrr. I Miliar sd. Ro. 2.5 Miliar OB 560.OOO
4 Nilai aset diatas Ro. 2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar OB 660.OOO
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Ro. lO Miliar OB 760.OOO
6 Nilai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Ro. 25 Mi]iar OB 860.000
7 Nilai aset diatas Rp. 26 Mibar sd. Rp. 5O Miliar OB 1.060.000
8 Nilai aset diatas Rp. 5O l4iliar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.160.000
9 Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OB 1.260.0O0
10 Nilai aset diatas Ro. 1OO Miliar sd. Rn- 25O Miliar OB 1.360.OOO
11 Nilai aset diatas Ro. 25O Miliar sd. Ro. 5OO Miliar OB 1.660.O00

I PeJabat Pengguna Batang/Kuasa Penqguna Barang {SKPD)

i Nilai aset diatas Rp. 2OO Juta sd. Rn. 5OO Juta OR 410.OOO
o Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Ro. 1 Miliar OB 560.O00
J Nilai aset diatas Ro. 1 Miliar sd. Ro. 2-5 Miliar OB 610.OOO
4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar r)R 710.OOO
5 Nilai aset diatas Ro. 5 Miliar sd. Ro. 1O Miliar OR 810.OOO
6 NiLai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar OB 910.OOO
7 Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rrr. 50 Miliar OB 1 . 1 10.OO0
8 Nilai aset diatas Rrr. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.210.oo0
9 Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OB 1.310.000
ol Nilai aset diatas Rp. lOO Miliar sd. Rp. 25O Mfuar OB 1-410-OOO

1 Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar OB 1.710.0O0
101 Honorarium Peiabat Penatausahaan Pengguna Barang {SKPDI



No. Uralan Satu.a Besaran (Rp) Keteraaga*

1 Nilai aset diatas Rp- 200 Juta sd. Rp. SOO Juta OB 310.OOO
2 Nilai aset diatas Rp. 5OO Juta sd. Rp. 1 Mitiar OB 460.OOO
3 Nilai aset diataq Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,S Miliar OB 510.ooo
4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Mitiar OB 610.OOO
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar OB 710.OOO
6 Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rr:. 25 Miliar OB 810.000
7 ffilai aset diatas Rp. 26 Milrar sd. Ro. 5O Mfiar OB 1.O10.OOO
8 Nilai aset diatas Rp. 5O Mifiar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.110.000
9 Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OB l.210.ooo
10 Nilai aCel dielas Bp. 100 Miliar sd. Rp. 2SO Miliar OB 1.310.O00
11 Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 5OO Miliar OB 1.610.OOO

11 Honorarlum PeJabat Pengums Berang penssuna lSKpDl
1 Nilai aset diatas Rp. 2OO Juta sd. Rp. 50O Juta OB 250.OOO
2 Nilai aset diatas Rp. 5OO Juta sd. Rp. 1 Miliar OB 400.ooo
J Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rn. 2.S Miliar OB 450.OOO
4 Nilai aset diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar OB 550.000
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Ro. lO Miliar OB 650.OOO
6 Nilai aset diatas Rp. lO Miliar sd. Rn. 25 Miliar OB 750.O00
7 Nilai aset diatas Rp. ?6 Miliar sd. Rp. 5O Miliar OB 950.OOO
8 Nilai aset diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.O50.O00
I td3l 3Ce! diaqs Rp. 75 Miliar sd. Rp. IOO Miliar OB 1.150.O0O
10 Vilai aset diatas Rp. LOO Miliar sd. Rp. 2SO Miliar OB 1.250.O00
11 ilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 5OO Miliar GB 1.550.O0O

L2 llonolrrlum PeJabat Pengums Baraag pembaotu {SKpDi
I Vilai aset diatas Rp. 2OO Juta sd. Rp. SOO Juta OB 210.OOO
2 t[ilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar OB 360.000
J Nilai aset diatas Rp. 1 Mitiar sd. Rp. 2.S Miliar OB 410.OOO
4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rr:. 5 Miliar OB 510.000
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar OB 610.OOO
6 Nilai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Mi1iar OB 710.OOO
7 Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 5O Miliar OB 910.OOO
8 Nilai aset diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 1.O10.OOO
9 Nilai aset diat?s Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OB I . 1 10.OOO
lo Nilai aset di4tas Rp. 1OO Miliar sd. Rp. 250 Miliar OB 1.210.OOO
11 Nilai aset diqtas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 5OO Mitiar OB 1.510.000

13

1

llonorarlum Pembantu Pongurus Barang
Nilai aset diatas Rp. 2OOJutasd. Rp. 5OO Juta OB l io.ooo

z \!!ai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. I Miliar OB 260.OOO
J Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Ro. 2.5 Miliar OB 310.OOO
4 Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rr:. 5 Miliar OB 410.OOO
5 Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rr:. 1O Miliar OB 510.ooo
6 Nilai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Ro. 25 Miliar OB 610.O00
7 Nil.ai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar OB 810-OO0
8 Nilai aset diatas Ejr. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 910.000
I Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Bp. 1OO Miliar OR 1.O10.OOO
10 Nilqi aset diatas Rp. 1OO Miliar sd. Rp. 25O Miliar OR 1. 1 10.OOO
11 Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 5OO Mitiar OR 1.410.O00

2 Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa
1 Honorarium Peiahat Pensadaaaar Barans /Ja$a OB 6ao_oo0
2 Honorarlum Kelompok KerJa Pemllihan Pengadaar BaraaglJasa

1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilthan Pengadaaa Barang;/Jasa
(Konstruksil

1 Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta OP 68O.oool
2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2QO Juta sd. Rp. 5OO Juta OP 8so.o00l
.) Nilai pAgu perrgadaan diqlas Rp. 5OO Juta sd. Rp. I Miliar OP 1.O20.OOOl
4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar OP r.270.0001
5 Nilai pa,qu peng44aan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar OP 1.s20.oool
6 Nilai pagu pqryadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar OP 1.780.OOO
7 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar OP 2.120.OOO
8 Nitai pasu pensadaarr diqt4q Rp. 25 Miliar sd. Rp. 5O Mfiar OP 2.450.OOO
9 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliat OP 1.790.000
10 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar OP 3.130.OOC
11 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1OO Miliar sd. Ro. 25O Miliar OP 3.580.oOC
t2 Nilai pa.qu pengadaa:r diatas Rp. 25O Miliar sd. Ro. 5OO Miliar OP 4.030.000
13 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5OO Miliar sd. Rn. 75O Miliar OP 4.490.OO0
t4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75O Mfiar sd. Rrr. ltriliun OP 4.940.OOO
15 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun OP 5.560.00c

2 flonorariurn Kelompot KerJa Pemilihan Pengadaaa EaranrglJasa {l{oa
Konstrutsll
Nilai pagu pensadaan s.d Rp. 2OO Juta OP 760.OOOt

2 Nilai pagu peneadaan diatas Ro. 2OO Juta sd. Rn. 5OO Juta OP 760.OO01
3 N44 pagu pengadaan diatas Rp. 5OO Juta sd. Rp. 1 Miliar OP 920.OOOl
4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar OP 1.140.0001
5 Nilai pagrr pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar OP 1.370.OOO1
6 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar OP 1.600.o001
7 Nilai pagu pensadaan diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. ?5 Miliar OP 1.910.OO01



iliar sd. Ro. 5O Miliar
5O Miliar sd. Ro. 75
75 Miliar sd.
lOO Miliar sd. Rp. 250 Milim

diatas Rp. 5OO Miliar sd. Ro. 75O Mili

diatas Rn. 1 triliun

Honorarlum Kelompok KerJa Pemlllhan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (l{on ltoastnrtsif

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasalatnrrya diatas Rp. 1OO juta

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainn1,a" diatas Rp. 25O juta

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasil jasa lainnya diatas Rp. 5OO juta
720.AOO

910.OOO
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar:
s.d Ro. 2.5 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 rn.ilisr

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasalabnya diatas Rp. 5 noiliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lairmya diatas Rp. 1O miliar
1.510.000

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 mitiar:

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5O miliar

Nflai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1OO miliar

Nilai pagu pengaclaan jasa konsultasil ja,sa lainrrya diatas Rp. 25O miliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi,/ jasa lainnya diatas Rp. 5OO mi.tiar'

Nilai pagu pengadaan jasa koasultasi / jasalainnya diatas Rp. 750 miliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasil jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun

Honorarlum Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Itoastrutsi|

Nilai pagu dana diatas Rp.1O0 mili61 sd. Rp. 150 milisl

25O milial sd. Rp. 500 miliar
.5OO miliar sd. RP. 750 miliar
.750 miliar sd. Rp. 1 triliun

Ilonorarlum Pengguna Anggaran Pengadaan Barang {Non Konstnrksl}

dana diata.s Rp. lOO milisl sd. Ro. l5O milisl
Nilai
Nilai

dana diatas Ro.250 miiisr sd. Ro. 5OO miliar
dana diatas Rp.SOO milisr sd. Ro. 75O miliar
dana diatas Ro.75O mfiar sd. Ro- 1

dana diatas Ro. 1 triliun

Honorarium Pengguna Anggaraa Peagadaaa Jasa {Non Korstruksi}

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1O miliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasil jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5O miliar

Nilai pagu pengadaan jasa koasultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 aili61

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. lOO milisl

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 mitiar

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5OO miliar



lllo. Uraiar Satu*s Bsaraa {Rp} Keterangan

8 Nilai pagu pengadaa:r jasa konsultasi / jasalaiwtyadiatas Rp. 75O milisa
s.d Ro. 1 triliun OP 3.520.O00

9
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasil jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun OP 3.960.000

4 Honorarium PeJabat Pembuat Komitmen

1 Nilai pagu dana s.d Ro. 1OO Juta OB 1.O10.OOO
2 Nilai pagu dana diatas Rp. 1OO Juta sd. Rp. 25O Juta OB 1.210.000
3 Nilai pagu dana diatas Rp. 25O Juta sd. Ro. 5OO Juta OB 1.410-OO0
4 Nilai pagu dana diatas Rp. 5OO Juta. sd. Rp. 1 Miliar OB 1_5lO.OOC
5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2.5 Miliar OR 1.910.00c
6 Nilai pagu dana diatas Ro. 2.5 Miliar sd. Ro. 5 Miliar OB 2.210.O}C
7 Nilai pasu dana diatas Rp. 5 Mifiar sd. Ro. 1O Miliar OB 2.520.OoC
B Nilai pagu dana diatas Rp. 1O Miliar sd. Ro. 25 Miliar OB 2.920.oOC
9 Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Ro. 5O Miliar OB 3.320.000
10 Nilai pagu dana diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar OB 3.720.OOO
1l Nilai oa"cu dana diatas Ro. 75 Miliar sd. Ro- IOO Miliar OB 4.130.OOO
t2 Nilai pagu dana diatas Rp. 1OO Miliar sd. gp. 25O Miliar OB 4.630.O0O
13 Nilai oagu dana diatas Ro. 25O Miliar sd. Ro. 5OO Miliar OB 5. 130.OO0
t4 Nilai pasu dana diatas Rp. 5OO Miliar sd. Rp. 750 riliar OB 5.640.OO0
l5 Nilai pa,eu dana diatas rp. 750 miliar Ro. 1 triliun OB 6.140.O00
l6 Nilai pqgU dana diatas Rp. 1 triliun OB 7.140,OOO

J

HOI{ORARIUM PERANGI(AT UNIT XTRJA PENGADAAT{ BARAT{GDAIII
JASA {UKPBJI
Kepala OB l.OOO.OOO
Sekrtariat/ Staf pendukung OR 750.0O0

4
HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS/ MODERATOR/
PEMBAWAACARA / FANITIA

1 Hoaorarium Narasumber / Pembahas
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya OJ 1.700.00o

2 Kepala Daerah l Pejabat Setingkat Kepala Daerah I Pejabat Daeratr
Lafurnya yang disetarakan OJ 1.400.ooo

J Pejabat EseLon I / yxtg disetarakan OJ 1.200.oo0
4
5

Pejabat Eselon II / yar:g disetarakan
Pejabat Eselon III kebawah I yang disetarakan

OJ
OJ

1.0O0.000
900.o00

6
Narasumber/ Pembahas Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus) OJ 1.700.000

2 Honorarlum Moderator
I Moderator OK 700.ooc
2 Moderator Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus) OK 1.0O0.000

3 Ilonorarium Pembawa Acara
1 PembawaAcara OK 400.ooo
2 Pembawa Acara Profesional {pakar,praktisi, pembicara khusus) OK 750.O00

I Honorarium Panitia
1 Penanssurreiawat) ox 450.OOO

2 Ketua / Wakil Ketua OK 400.0o0
J Sekretaris OK 300.000
4 Anggota OK 300.ooo

5
HONORARIUM TIM PELAKSANA T{TGIATAN DAT{ SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA I{EGIATAN
Honorarlum Ttm Pelahsana Ke{iatan
Yan{ ditetapkar oleh Kepda Daerah

1 Pengaral. OB 1-500.ooc
o Penanggungiawab OB 1-250.OOC

J Ketua OB l.OOO.OOC

4 Wakil Ketua OB 850.OOC

5 Sekretaris OB 750.OO0

6 Anggota OB 750.0O0
Dltetapkan Oleh Sekretaris Daerah

1 Pengarah OB 750.OOC

2 Penanggungjawab OB 700.ooo
J Ketua" OB 650.OOO

4 Wakil Ketua OB 600.ooo
5 Sekretaris OB 500.ooo
6 Anegota OB 500.ooo

Honorarium Sekretarlat Tim Pelakscna Kesiatan
Yang dltetapkan Oleh Sekretaris Daetah

I Ketua / Wakil Ketua OB 250.OOO

2 fulggota OB 220.OOO

6
HONORARIUM PEIIf,BERI I'TTERANGAI{ AHLI I SATSI AIILI
BTRACARA



Honorarium Pembert Keterangan AhU / Saksi
Beracara
Pemberi Keterangan Atr-li / Saksi Ahli

Dr/Drr/Drrr/
i1)

HONORARIUM TIM PEITYUSUN JURNAL I BULETIN / MA"IALAII I
PENGTI,OLA TEKIIOLOGI INTORMASI I PEN(iELOLJI WEBSITE
Honorarlum Tlm Penyusun Jurnal

Sekretafiat
-PeEbuat Artikel

Editor
Web Admin
Web Developer
Pembuat Artikel
HONORARIUM PEI{YELENGGARA UJIAN

Penlrusun atau Pembuat Bahan Ujian

Pemeriksa Hasil Ujian

Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian

Pemeriksa Hasil Ujian

BUTIR SOAL TIIIGI{AT PROVIISI /

Honorariura Penl'usun Butir Soal

Honorarlurn Telaeh Brrtlr SoaI

elaah Materi Soal
Per Butir

Soal

Honrarium Pengajar yang Berasal daa;i luar satuan kerja perangkat

Honorarium Peng4jar yang Berasal dari dala- satuan kerja perangkat
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Peri.l,'usi: 1; Matl'gi piklnl
llonorada*n Fenttta P*ayelenggare Kegl*tan Dikl*t
Lsme Dillat s.d. 5 hari
Ire nanggur:giawatr
Kefua / Wakil Kelua
$ekretaris

I"asq ${klat 6 *.d. S{} treri
['enanggungiaw'alr
Ketua /,Wakil Xetua
Sekretaris
furggpta
L*cla $ikiat trshth dcrt S0 h*,rt
Pe:rar:ggrt ngiawah
He_trra 1 Wakil Ketua
$ckr,'taris

1{STIOEANT{J}fl TIII{ AI{G$ARAX TEMENIffTAI{ DASHAI{
I{onsrarium Tim Aaggaraa Pemerlntah Daorah
Fernbina
Perrga;-alr
K{:'[Lta
lVafeil fetua
Sekretaris
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LAMP]RAN II
PERATURAN EUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
STANDAR HARCA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2021

SATUAIT AIAYA PER.'AI.AI{AIT DtrTAS

IlIo. Urrrts[ SE{rrn Be*raa|npl Xeterarrgrn

1 2 a 4 5
I BIAYA PER^IAIAITAIT DIITAS

Eartrraa Urnr Saln

Biava Baatual Uanlr SaknlTmrtagt
Bantuan Umc Saku ou 50.oo(
Bmtum Ums Transoottasi OH 50.oo(

J Umg Saku Pemeriksa Dalam lbukota
Kecmata Kabanjahe (Lokai
oerkanrtoran Yano Samal

OH 140.OO(

l. 2. Uarf Harla! Pe-rJalaut Dfnas

[o. Untel SATUAT SIAYA
TtaraakA ?lrrd:st B ftqakt C th*atD TtncktE Kertmm

1 2 3 4 5 6 ? a 9
1 PGr'lrllhar llls11r Darqil Dac[ah

1 Kecmatam Mrdinding dan Kecamatm
Iarr Baleno OH 500-ooo 500.oo0 300.000 300.ooo 300.ooo

o Kecamtan Juhr, Kutabuluh dm
Kematm Tisabinaroa OH 450.OOO 450.OOO 250.OOO 250.OOO 250.OOO
Kecmatan Lainnva OH 350.OOO 350.000 50.ooo l50.ooo 150.000

2
Pe{alanan Dinas Luar Daerah Dalam
Provinsi OH 370.000 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.000

s
PErJrlararc Dlaas Luar Da€laL Iarrr
Mrst
Aceh OH 360.OOO 360.OOO 360.OOO 360.OOO 360,OOO
Riau OH 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO

3 Kepulaum Riau OH 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.000
4 lambi OH 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370,000
5 Sumatera Barat OH 380.OOO Sao.ooo 380.OOO 380.OOO 380.0O0
6 Sumatera Selatm OH 3ao.ooo 380.OOO 380.OOO 380.OOO 380.OOO
7 Lampuns OH 38O.000 380.OOO 380.OOO 3ao.ooo 3ao.ooo
a Benglulu OH Sao.ooo 380.O00 Sao.ooo 380.OOO 380.OOO
I BmqkaBelituns OH 410.OOO 410.OOO 4I O.OOO 410.OOO 410.OOO
1r} Banten OH 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO
tl Jawa Barat OH 430.OOO 430.O00 430.OOO 430.OO0 .130.000
12 DKI Jakarta OH 530.OOO s30.oo0 530.O00 530.OOO 530.OOO

JawaTeneah OH s70.000 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.O00
14 DI Yosvakarta OH
t5 JawaTimur OH 4lo.ooo 410.OOO 410.OOO 410.OOO 410.000
t6 Bali OH 4AO.OOO 480.O00 480.OOO 480.OOO 480.OOO
t7 Nusa Tenstsara Barat OH 440.000 440.000 440.OO0 440.OOO 440.OOO
l8 Nusa Tengg4f4 Timur OH 430.OOO 430.O00 430.OOO 430.OOO 430.000
I Kalimmtm Barat OH 380.000 3ao.ooo 3ao.ooo 380.OOO 380.000

20 KalimmtmTenoah OH 360.OOO 360-OOO 360.OOO 360.OOO 360.OOO
t1 Kalimantm Selatan OH 3ao.ooo 380.OOO 380.OOO 380.0O0 3ao.ooo
22 Kalimartan Timur 430.000 430.OOO 430.OO0 430.OOO
23 Kalimarrtan Utara OH 430.OOO 430.OOO 430.OOO 430.OOO 430.OOO
24 Sulanvesi Utra OH 370.OOO 370.000 370.OOO 370.OOO 370_OOO
)5 Gorontafo OH 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370.OOO 370_OOO
26 Sulawesi Barat OH 410.000 410.OOO 410.OOO 410.OOO 410.OOO
27 Sulawesi Selatan OH 430.000 430.OO0 430.OOO 430.OOO 430.000
,* Sulawesi Tenoah OH 370.000 370.OOO 370.OOO 370.OO0 370.000
Dq Sulawesi Tenooma OH 3B0.OOO 380.OOO 380.OOO 380.OOO 380.OOO
1f} Maluku OH Sao.ooo 3AO_OOO 380.OO0

Maluku Utara OH 430.O00 430.OO(} 430.OOO 430.OOO 430.OOO
32 Papua OH 5BO.OOO 580.OOO 580.000 580.OO0 SBO.OOO
33 Papua Baat OH 480.OOO 480.OOO 480.OOO 480.OOO 480.OOO

4 Pendldlk - dePetatfha!
Aceh OH I O.OOO to r).)r) to ooo o ooo ro ooo, Riau OH 'I O-OOO I O.000 I O.OOO o ooo to ooo

a Kepulauan Riau to ooo n oon 1f'} fi0fi
4 Jambi OH to.ooo 10.oo0 to.oo0 o.ooo l0,ooo
5 Sumatera Baat OH 10-ooo 110.000 lo.ooo lo.ooo 10.ooo
6 Sumatera Selatm OH lo.ooo 110_ooo I O_OOO o_ooo 'I O-OOO
7 Lamouns OH I O.OOO I I O_OOO to_ooo o.ooo 'I O.OOO

8 Bengkulu OH I O_OOO I O.OOO 10.ooo o.ooo 't o.ooo
9 Bangka Belituns OH 20_ooo t 20.ooo 20.ooo 20.ooo 2f}.ooo
r) Bmten OH 1().60C) 1.}.ooo 'I O OOO o oof) 'I O OOO

JavaBtrat OH 30.coo 3C.OOO 3a] ooo 3f} r}r}{!
o DKI Jakarta OH l6f}.ooo 16fi 00fi 6r) onn 60.ooo l60.oo0
3 JawaTencah OH 1o.000 lo.ooo 10.ooo o-000 r 10-ooo
4 Dl Yoovakarta OH 130.OO0 30_ooo 30.ooo 30.ooo r 30.ooo
5 JawaTimur OH 12r,.OO0 20 0()r) 9f} 00f} 2r) flr}o l ro oof)
6 Bati OH r 4.} r}r}0 4ll f)r.}.} 4rl (.}rlf} 40.ooo 140.OOO
7 NusaTenggara Barat OH 130.OOO 30.o00 30.ooo 30.ooo 130.OOO
8 Nusa Tenggma Timur OH 130.OOO 30_ooo 30.ooo 30_ooo t 30.ooo
9 Kalimmtm Brat OH 'I to_000 t0_ooo r o,ooo o-o00 !o.ooo

20 alimantan Tensa} OH I O-OOO to.ooo r o-ooo o.ooo I().ooo
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$u-_-_

OH
bF
OH-oH
AE
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qe1_ltirn!,

- Qgg54r
Omng/Kali

-9su-&li
Omnq,iKali

Omng/Kali
Orung/Kali

Orang/Kali

-9lrle1{4i

olt

OH

44t,LIlry_

Barat

Biaya T'rmsportasi

h {Banda Acoh

19"qisg!rtL{.

llslslqiry B' ^g {_{ul.r gBlcl]ai
iglg,*t B'3!_Q3Eql

er4]ary1ry!gc-l___ __ _

(ltanJar l:rnpungl
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1*eh Beur

Kab. Acoh Selatan

7U1 -3. t 55,800
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7.800.000
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eiie.oon 4,770.000
9.28"1.000 ,1,8Lgg!

5.134,00010.739.00t)

9.958.000

4.653.000 3.1 55-tt00

962.000
1.608.rtO0 t,608,600
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3.155_800 3.1

-4.q-!{gq 4,r*:,odO
4.500,000 4.500,000
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4^770.000 4.770,000

A8i.i
5.1-r4.000

5.145.000 5" 145.000
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5.6-17.000

5,292,600

5.210.000
5^412.000 5.4 12^000

3,1i]noo
6. I 40.000

6.422.800

- t_o,prQqi 5.3t 6.000

-- Li{i!!!
2.193.000 ngkatan

1,078,400 1.078.,100 Merlqn r ianql
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- 

,niTa,oo u)
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-1,466_mrl
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11r.00_0_
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4.150^000
3.1
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,i
!
7

9,623,100

962.000

_ l.1P?.1!!
7.979.000

"lo.
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962,000

--JrrZs-.oot
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DKI Jakarta (Jakarra)

rpasar )

nn Ilarat {Pontitrak)
Kaliillrntan Tcngahrtalurrgla-Irlai --

trll}9qillqry(l44lspgll-
rau'esi lJtara (Marado)

SLrlarresi I'errgah lPalu) _
Sulaucsi 1 cnggrrru r Kcndari )

Muluktr (Amh'n r

Malulu Utaa 11 ematc.l

Aceh lJarat

"1.i00.000 4,653,000
4,500"00t) .1.500.000

7,251.00A
_--. 

j,8ds.ooo .-1.500.000

4.696.000
--_ilt_oiryo

4.7?0,00n- 4,si5,ooo
"-"1,835{_0j-
5.114_000

l6-1,riuu

-325,000
420.000

380.000

I 1.678,100

9,7-11.0 --.-l]:o-noo

5.637.000 5,637.0i30 5.637
5,292.600

((iorontalrr )

4,390.200
arrcsi Sclatan { MaLassarr PP

iP

5,412.000 5.412,110.-]ff).000

10.546"0fi) 5.412.000 5.412
12.491.000 6,140,000

-ls.iil^noo 7."1l6.00rl"-r 
l.ti3Joo t!!!{9_Q

.300
12.5 I 4.000 6_172.000

5.230.0

6.140.000 I 0,r+o.ooo

i tt:i.0r{)

,:rr'oait

2,.+49.300

6. I 72.000
4 525,-100

:tiql?_011
4,tt57.500

4,216,500

900

10,383.900

,_"-_g!-?.ro
I 1.525.?00

_1iiiL{ry
18.472.000

298.000

18i.{Ii0

1,1?i.i_0!
4.305.900

tsr.tdo

-400i00

225.000

9",198.000

lt,rr2,iii r0,097,000},P

1t$-lq,€4,G,1ry!Q -_ , PP

PP

--- ls7it.oo0
Bartt (Manokwari) r3,754,300

3 Il44ip"$?q I$jl &.gl{11s'-!-q+1 !
li (llanda Aoeh)

BIIM Luar Daerah I"uar Piiivimi

- .q.Qr-.ooq
7_066.-100

238"000 238.000 238.000

9.498.000

i;orr,oixi
455,000

7,066.100

275

_ ?9!,!q
J 6J,UW

l?i9t&
420.000

-101,000

..,, _olllgliali - ,zi.ot)o 275.000 -..- 2*.ooo 275,000
298,000 298.000

-' o-;;;*t 238.000
OmngKali

--.,,i2:.qo-o420,000!lr@Li
9lll:e/E4'-- 115.000

293.000
3 i5.000 3 I 5.000

-i1:,099-
293,000 293.000 293.000
.160,000 460.000 460,000
28q.00() jss,ooo 289.000- -;4;,

-'. iso,tioo

_-.:-". jijr:1:-: :-::_::t: :::-'g
u J&.b..t91, lqgrl,
9 lKab. Aceh Tenggur

-ao TK,hi;ii ti;.;
Il lY*l. A;"t' r;t;;^-
.ralqq_ i,",Er!r!*!_ll lKab Rireuon--+
i+ jQlcaru Llfs
I i iKab. Nruan Rava

278,000

220.0N

-101"000
,Jtl ll0r r

325"000

180.000

-101.000

278.000 - -ira]xlli 278"000
22 2:0,000 )ro nnrl

-170,000 370,000 i?o-hoo 37r.r.g6t)

275.000 275,000 2i5,400275,000

205.000
190.000 I 90.000

205.000

350,000

240.000
400,000 400_000.100,000

ClmngrKali -380.000
{)rangr'Kali .l I5_0&0

OmngKali qs
Omng/Kdi -r00,000
OmnlKaIi 225"000

!lsq's'f4i
Orong,'Kaii 322.000

350.000

-lt 5.000 :r I 5.000

.&.t]lplI
5l*:sg sitteitei
Pelalawan

ili,i- iilii-
Kuh R;i-*, alril

Siak

350"000

150,000
400 000

225.0*0

350.000

--lKola l)umai
Omng'Kali

,000



.rauEr trnatil -

Kab. Kennci

Tebo

Kab. Pesisir Selatan

b. il'anah Datar

Saw'ahlunto

rh. tahat

Kab. Musi Rawm

Kab. Pali

&el4q}I--'I3ry_
Koia Paga Alarn

Prabumulih

Mesuji

Pesurrm

lZ i[q!, Iqery qe11ars l]arat

Kota Metro

b. Be

Kaur

ab. lebong
fulukomuko

Seluma

Ksb-

b. lxbak

Kab

Koia Cilegon

_ESLL{pry R@u-gryj UCi,i,*c t ---
ab. iJirrtcn

4--Pqqslpa -

OrugrKali I 85.00u

mng,'Ka1i 175.000
o13$'K'li
OranoiKali 325.000

270.000

'Kali 2?,0300
Orug,Kali i 7i),00{)

/Keli - ?4-t !_0!_
225,000

270-000 210-000

175"000 1 75,000

325_000
-7,it,OOO

325,000

__-2qqqw
170.000

*- -170r1d0

OmnsiKali

9*ls-!!!,
OmngiKali
tfi;rKd,

IATERA IIAIiAT (Padang)

$e!4cgl,_
Krb llhmrasmvu 

._
Lima Puluh Kota

Kab. Pasman Barat

Kab. Solok

0milgiKali

Kab. Solof, Selalafl Orang/Koli

-oqry:&i,
Omng/Kali

na Padang Paniang
- 9e*g_841

1'atrlung Jab-ngBrrrt'ianiung 
Jabunq l imur

Bukit Tinggi

Pariaman
ota Paralmbrrh 

.

q v,y41Eg4 q-El{4ry (Pi&-h_'u}
Kab. Ranr msin
Kab. Emlnt Lawang

$grygl',e ll" l!,,s"lqt3]l - _Komering {Jlu Timur

M PI rr.*C lDendar [*rnp jlg ]__

b. Lampung Barat

Tengah

NTEN (Serang)

I*!.Ilg-gsqla

Kota langemnp_ 
..-. -

Kotu Tangerang Selatan

I 90.000 190.000

250"000 250,000

'.- - i+robo
?25,400

2.1 I.000
225,400

t?-q.Oqq
250,000

308.000

223,}ryl\

20i.000
2i0.000

-?!.q!q,_
250,000250,000

205.000 205.000

---225 NO 225,000

250,000

___ ?:q!g_a
205,000

308.000

2?0.000

200,000

246.09)

2l 0.000

222.000

270.0(i0

2.14,000

344,000

.]08,000

?)i lrn
250,000

- 21"00q
250.000

205.000

250,000
225,0r)0 )fi

205,000
2i0,00t)

22i,000
210.0&i - --.-ro,ooo
25i).000 - 

isb"odd

21 5.000

220,000

.000

21 5,000

203,000

235.000

235,000

325 000

i0,000-'2vtooli

21 5,000

qe04@
280,000

_2.i6,qlq
252.040

2-12.000

210.000

-2I,oqg
2t0.00i)

Jr i.r)00
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"- 
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Omng/'Kali 21 5"000

OmngKali 21ij
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-tr j

*-ii
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_0. {4i "lt i.0tl0
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325.000

205n00
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j2rl000

3
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290,000
28|t.000

250.000

:05,000 ?q:.0(ro
205.000

r+d.uw
250,000 250.000

2;15.000
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qql!ry
248_000

?44!9_
245.000

205.000

265.000 - 265.000 26i.000

xtt,0oo
290.000 ,_-=i29,qq
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- ?91,qry - 205,000 205.000 205^00c)

270,000 __!!g_0
234.000

_Eq"qq0

Omng/Kali
qt!gKrL'_ 234.000
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Srh rey{eler--

prycrqlll{tr:eq4")
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E44lqg -9ryell9li
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Ssq.Eqclller: Orang/Kali
Lah. Bangka Selatar. OrangiKali

270.(,0t)

_ 41ry!
246.000

_4q.000-
21 6_000

200.000
)1)

267.C,00

246.n0
2.16,000

?0!.qg!
222.000

?J!,!ry

276,004 )7A nnn

200,0i)0

000
t to.

6, 216.000 -zi-0.-orro

200.000 200-000

240.000- 2s2ltba
240,0u0 240.000
252"000

261 267.}tXJ

270,000
2l+.000

222.tr00 222,044

344.000

270.000
234.0()0

298, 298,000- 37i-400 375,000

J85,000 385.000
2eq,-p_11

375.000
423.000 - - -qz5.ax

,U-noo

:3e000
3I
3si:o0o

250.000
2?5lidii

_]{$qqq
232-0011

-1t

114q0
2:32,UJ(t

3l:1.000

275.000

282.000

250.000 250,000 250"000
27i_000 275,000

2753riid 275,000 275.
250.000 - 

-250 
oat

208.000

1 38.000
160^000 irro-ritto

254.000 254.000
- 
-nn.___ 169,!qq

3t 3.000
347.000

275.000

-!-s!s,611,
/K1li

Oung/Kali

_ _ 1f_0.qQ
313.00{:)

'Kali 250.000

g-0,009
170.000

241.000

245

2i0.000
250.000

2l 5,000

210.000-. -roc.oIit

203,000

.il 5.000

,:10._0,09
235,000

235_$t0
320.000

-,-: _;
146,t,h,-.-rsonoii

?l,Oqq
267.000

-11199_0
n2.N)a
3 13,000

375.00{)

?1l,w

_,138.099
160,000

275.000

347,000

160.000



Kab. Bekasi

Cirebon

,! qEy!!e_
e! xl!]Ieq!
,C!4I_{"iglgka
+.luog*dj=I

Kab

Kab. Sukaburni

Cimali

Tasikmalavs

Bekasi

b. Bekasi

Depok

Blora

Ilrebes

qry$

Kab. Klaten
Kob.X;d-r.r --

2A

orlogrll
Kab. Wonosobo

Kota
Koia Pekalongan

E lql*tie{
Surakaffa

Slem*n

Kab. Bondowoso
Kab. Gresik

Jember

ah..Iombang
Kediri

Malang

ab. Moiokerto

F144
l7 lKab. Nsarvi

285"000

253.000 ittooo
285,000

Cial.llr

Kab. Indmmatr

Kota Cirebr:n

Eaou!]1

@lal!q',
-tlrys-E4'
9ryqer&!i_
0rr n o.'-t_r li

/Kali

243"000

i::-lqry--li 275,0100

Omrlg/Kali 248.

OrmgKali 235.000
OmngiKali

280"000 280, 280.000
241,000 243,000 2+.1.000
27s,000 - zi-s,ooo :z;.ooof- ,ij,oon
248,000 248,000

-2+&ooof - 
z+s.oo0

27 275,000 275.f,00 i 2?5.000
2-15. 235.000 :rs,rtooT-- zis"'ooo
283,000

18

o-q{kll
Orang/Kali

OmnglKsli
/Kali

245.000

2l 5,000

_ _ {q.00p
270.000

4!00q
745.{W0--rg:troo

__ l$@
274,040

-__29q,!qg
245.000

230.000 2:r0.000

2.+5.000

281,000 283.000

_ 2q!qg0
285,000

-- ?ry.qgg
300.000

28q-0.09

--j -t
I
I------ I
I

-- l
i,J
'___l
I------- - -- {___ __ i
!'---..l
I
I
j

I

- 
,65.000 f-'. ]6!.000
lsj.obo I rds,dort- 2tj;{nol' i4

28:1,000 2a.t,ooo [_ ieirmo
2l 8.000 2t 8.000218.000 21

'Kuli 2-10.000

245.00 ?{.90.!
2'll {t{10283.'.- 

2r-'{.0ib 265.000

280.000

208.000 208_000

245.000 245.000245.000
-230,000

000

284"0,00

2.+0,000

80,0c{)

,15 000

240.000
250.00t)

260-0ix)

2.r5.000

i+o,rxro

274.400

?iq9w
250.000

__zltggr
257.000

275,000

300.000

428.000

2?0.000

240.000

26-1.000

2-15-000

245.000

225,000

253,000

?2!!0q
22i.000

*lqqw_
42&000

240^000

235^000

,4rooI
-- - -260,004

350.000

235,000

- ?!qgq
250-(]00

zli-ooii

I
--...- - - I

I--{ l
l--l
!

-l i
I.-*----. 

- 
- .i

l

265. 265.000

- -2!r-99
-'. 2&r"000 285.000

270.000
-3L0,.099

275.OOO275,o00 275.000
22(r.000 226.W) 226.000

260,
-r5-.ooo ?57.400

k8"ooa 168.000

- 
ls+,biiii 284.Ofi)
100,000

286.000

-310,000 -110.000
428.000 .128.000

:60,000 260.000
---1s:.<liiii

245.000 245.000 245,00{)

284.oiio
- 

2-S4.000 284.000
284.000

angerang

1'angerulg Selataa

000
300.000 300.000

275.000 275"000 275.040 2?5.00{)
286,000

--Xo.ooo :nCooo-i" 
- 

2s6.d00 286.000
286,000

I*lc!*sl - 

-__
Seribu

b- Batang

t;).,14;---

lllnlp - -----

xru !yi$Ut" __
Kab.'l'esai

!9b.l9gggggune 
-.-.

- 260.

240.000 240,000
270.fi)o 270.t)00

240.000
263

4!.gip
4,9W-

26.r,000 263,000
280.0tr0

l-1u,r^tu

235.000 ?itplg
u0.0002,10.000

240,t)00 240"000

280.000 280,000 280.000

.000

$00

250.000 250_000

260.0tx)
2:10 in, 2-10 000

* ?50.,0011
--- 

,5-.c)oo 250.000

'Kali

Orangi961;

Kali

,9t"c53l
OranprKali

250"000

235.000

225"000

25-1.Ofi)

Kali 250.{X}0

215,000 235.000

240.000
240.000
245.000

250.0()0

-z5o.o0o

2.10.000 240 000 240.000
z+s.bool--_-" i+:mi; 24i.ooo245.000

230,000
Krl ?50.{100

250.000
250.000 250.000
230,000

250.000

2i0,0t 0

260,000 260.001-)

250.000 250^000

270,000
-"zso

?50,000
250,000

260.000

- ,to,oool

260.000.

2-10,000

25o,669
OmngiKali 250.Ofi) 250.000

240.000 240 000

- -riax(lo 250.000 250.000
250,000 250.000

240.000 240.000 2i10.000

245.000 )+5.or.ro 15_0004Lq!0
23i.000

250.000

240.000

Lrqqf 4{4$14Q-tug:-*g+)
rb. B.rntui K3li

ilKitl ---.'

:J4w{Il4l8 (strmba}a)

Kali

'Kali

Omng,'Kali

orq'&&li
Omngr/Kali

245,000

9':laS! 24 5,000

9ry,ssslt* 260,000

200.000

261:).000

, t5 0l)r)

2.15 000 245.000
260.000

]50,0((i

rKali

350.000

,55 o{t0

225.000

5.000

235.000

261"000
2:15.000

:00,000 200.000

2?i.qq
285.000 285,000
255^000

oran?rali 225.000

25i_000

225.000
261.000

Kali ,ji.ooo
235.000

'Kali

rKali
-o;,;txdi -

OmngrKali 228"000

2:5,000
gi*ls,,lell 2.r5,000

228,000

225.000

245.000 - 24isdr,

/Kali

_ 4lq9
245.000

25l.Ui0

253,000

OmngiKali
OmgKali
OrangrKaii

9rys541
Orarp;Kali
OmngrKali

9rlr8{g!r _

-lleryt,g,!

OrangiKali
0mng/Kali
Orar4TKali

- egtg

OmnglKali
PeryFi

0rangiKali
Orane,IKali

9.:sgt<t1i
9irye'K,li

250.000

350.000

2tt5.o0(r l 2ftj.crrx)
255.000 i 255.000

225.0A$ I 22

?li.09q I 2si.000
225,0(,0 I 225.0u0

,-_ z"uqqq 
I

215.000 I 235.00i)

_ ,23lq00l it199q
2s1.000 I 253,000

228.000 l 228.000



l9 Pamekasn Orans,rKali xl.ooo-f iEooo raciioo 000
20 Kab. Pasurun OnneiKali 228_0{}0 228.000

-- 
??11 oAo

21 Kab. Ponorogo ii;--s"Krli 2-55.000 255 000 255.000
22 . Probtrlinggo OmrgKaii ?2 ?2R OOO 228.000 2211.000 22f{ 000
23 ab. Sanpang 0m 235. 235,000 235.000 2-15,000 235.000

240-000 ?_40!0q
255.00025 Situbondo /Kali 25 255 000 255.000 255.000

26 Sumenep (Jmrg/Krlr 2 25-s.000 255.000 i\
)1 Trenggalek 0mng/Kali 245.000 245.000 000 245.000

Tuban 0ranqiKah 2.15.000 245"000 245.000 ?!1 5 natll

29 {ah. Tulungagung Orang;'Kali 2.1 5,000 245,000 245.000 2+5.000 2tr15,000
110 Kota Bat[ OrangrKali 2:1}.0(Xl 24?.000 242.000 242.000 242.000
31 Kot* Blilar Orangi(nlj 255.000 255,000 2iiixio 25 5,000 _?i_1 9!10

225.00032 Kota OmnsKali 225-000 225.000 225.000 225.000
33 Kota Kediri Omn5y'Kali 235.000 2:r5_00t) 235,(U0 235,000
l4 Kola Madiur Orang Kali 2,15.000 245,000 245.{x10 245.000 245 000
3i 228.00f.1 {xlo 228AOt 228,000 228.000
36 (ota Mr Omg/Kaii 225"040 225,000 225.000 225^000 225.0N
37 Probolinggo OmnEKali ::8,000 228.000 229,400 228,000

P-I)
1 Kab. OmnglKal; I 88.000 188.000 188.000 188_000

2 Kab. Bar Orangi Kali 225,000 225.000 225,000 225.000
-1 Kab. ltuieleng OlangiKali 265,000 265-000 i6i 265.000 265 000
4 Garw 225,000 225.000 225,000 225.0&)
5 Kah- Jern tlt.ans OrandKal 270.Oft) 270.000 ?10.00!

263.000

270 000
6 Kab. slil OranglKu 263.000 i?n.off) :61,000 263.000
7 Omng/Kali 225.000 225.000 22i,000 )) i rv)o 22J.000

NTISA TENCCARA BARAT (Mataram)
Kat. l0mbok tlaral OrargKali 325.000 325.000 325.000 325,000 325.000

lombok Tengah OmngrKali 450.000 ,150,000 450,000 .150.000 450.000
Kab. Lxnbol Timur Omng'Kali 350.000 -150,000 35t,000 350,000 350.000

!E].rctj4li4, IMUR (Kupang) L
-125.000b. Ilelu ranE Kali 325.000 325,000 325"000 325,000

b- Kupang 'Kali 27i,000 275.400 27 5,t)00 2i5,u00 i_ _2lL"aq
2l 8"000b. Timor Tengah Selatan Orans.,Kali 2l 8.00t) 218.000 2i8,000 21 8.000

Timor'l'crgah Utra Omng'Ka1i 275.000 275.0a0 275,004 275.000 275.040

ll IJMAN'IAN IIARAT (Pontianak)

Bengkaymag Orang.Kdi 270.000 270,000 2 tu_0\)l) 270 000 27r),000
2 Kapum hulu 'Kaii 550,000 550.000 i50,(i00 550,000 550.1t00
3 Kapum Utara OmngKali 550.000 550.0{)1) 550 otY) 5s0.000 550.000
4 550-&i0 550.(XlO 5-50.000 550.Offi
5 Kubu Ray-a 0rang/Kali I 85,000 t85.000 185.000 185.000 185.000

6 Iandak OmnglKali 270.000 270.000 270,400 274.400 270_000

7 Melarvi OmngrKali 430.000 410,000 .1-r0,000 4-r0,0(r0 .i30,000

8 Memparrah Orang/Kali 2:10-000 2:10 000 2-r0,000 ?30,000 230.000
9 Sambas Omng'Kali 10fi,000 :100.000 .100,000 300,000 300.000
l0 Sanggau OmuEKali l()1.00{"r 303,000 303.000 303.000 10 I Ot)O

t1 Sekadau 0rung/Kali 343.000 34.1"000 343.000 343,000 343,000
l2 392-000
l3 Kota OrangiKali 257.000 257,000 2s7.000 257.000 257.000

21 KAIIIItANTAN TENG,{H ( Palangkara_va)

Krb. Barito Omng/Kali 290.000 290,000 290.000 290.000
2 Kab. Barib I'imur -13_1.0&l 333.000 3.1 -111.000 3-il.000
l Kab. IJarito l.rtarB ()mngiKali 425.000 425.000 425 000 425,000 425.000
4 Kab. M* OrangiKali 30.000 30.000 10,000 30.000 l0^0t)0

5 Katr. Kapuas OmnglKaI )? s oal{l 27 5,0r)0 )7i nnn 275.000 ,7i onr)

6 Omng,Kaii 2i0.000 ?50 000 250.000 250,000
,1 Kab. Kotarrarinqin lJarnl 0mngi(al| 425"000 425.00r.) 42 425,000 42),UUU

Kab. Kota*aringin Timur orang/Kali :100,000 300.000 t00,000 300,000 100,000

9 Kab. lamandau OmngiKali 125.000 425,040 425.000 425.000 425"000
i0 OmrqlKali 448.000 448_000 448,000 448.000 {Jx rl00

l1 au Orang;Kali 250,000 250"Oiii) 250.000 250.000 250.000
t2 Seruyan Orang'Kali 3?8.004) 328,00r) 32&000 328,000 :128_000

l1 Sukmara Omng,'Kali 525.000 525 000 525.000 525.iJ00 i25.000

1! LIMANTAN SEI -A. I AN (Rmi annasin)

I Orune Kali 230,000 230,000 230.000 230.000 230,000
2 iJa 0mngrgrl; I 70.000 170,000 1 70.000 170.000 r 70,000

-l Baritrr Kuala Orang/(ali 200,000 ?00.000 zu{ ),uur) 200.000 200.000
4 Hulu Sansai Selatan 0rudKa1i ZUU,Ut,{,, 200,000 200,000 200-000 200.000
5 Gb. Hulu Sungai lengab Omng/Kali 212_OOO 2l 2,000 2 I 2,000 21 2,000 212,400
6 fub. I-lulu Sungai Utara Omng/lialj 218,0{r0 218.000 21.8,000 21 8.000 211i.000
7 (ab. Kota Baru OrangKali 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000

8 lab. Tabalong Onno/Kcli 234.000 23,1,000 2-14_000 234,00r:) 234.000
o Iab. Tanah Buntbu OBng/Kah .100,000 300.000 _100.000 _100.000 300.000
10 lab. 'I'anah laut OrandKali 200,000 200-OC/O IUU,UUU zuu,t,uu luu-uu{J
fi T 9enc1ll4i 189.000 t89.000 189.000 I 89.000 189.000

t: IIJ,UVIJ

L AN IIMUR lSanrrinda)
I Kab. Kulai Barat 0mngKali 1,500.000 1.500.000 1.500.000 1"500.000 1,500,000
2 Kab. Kulai Onns'Kuli 500^000 500.000 500.000 500.000 500.000

3 Klb. Kutai Timur OmnsiKali 1.350"000 1.350.000 r.350,000 t.350.000 1.-150.000

+ Kab. Pa*r OranglKali 1,650,000 1.650.000 1,650,000 t,650-000 l_650"000

) Kab- Penaimr Paret {.Jtara Ortngt(sl 650.000 650-080 650_000 650,000

6 S-oE-Pglrpepql - - - Omns/Kali i50,000 5*,-0-09
600.000

550,000 550.000 550-000

1 Onns/Kal b{lu,uu( ) 600-000 600^000 600,000

23 SUI-AWRSI 1 JTARA (Manado)

I Kab. Bolmng Mongondow li 250.000 250_000 250.000

2 !.Elieqc-lq9'rryrq9v !44ry ()ar 2"15.0(n 275,000 275,000 275"000 275,0{}0

-l Kab. Bolaang Mongondow 
-Iimur

OrangKali 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000



OmngrKali - 3{io-t{xl
OnangrKali I 80.0(xl

180.{)00
-2-0aL

i8o.
300.000 300.000

180.000

180.000 180.000
200.000 200.000

Kab. Mirahas Selatan

&iLf agA1lpf-ac_c"n-___,_
Kab. Minaham ljtara

Kotmobagu
Tomohon

- ---l7io[r r75.000 I
r75.0m lE00q

250,000

170.000

412.000

I 75"000

?p.aq
170.000

Kab. (iorcntalo

Kab. Cnrontalo Utara

1-E!1E4B4Ig!ea{9_ -_
Maje ne

nleSisrr*iail-(la-;G-sat
e!ilre9l*- "- - -
Kab. Banu

Sf!.!,rrig
Kab.
Kab.1bk"1;;
Kab.

Kab. Tomja Utara
ab. trtrrajo

q1rl?ltpo
rta Pare-Pare

Posr:

31!.009
359,000

240,0rn

230,000

350,000

J65,000

190.000

21S,000

350 000

412.000

400.000 400.000
100.fi)0 -- 300.000
150,000 -350.000

650.000

r0,000

._-_ 159.9!
200.000

270.000

2-r5,000 2:15.000

21 0,000 ,ioJoo

650 000

240"000

i qooo

200.000 200.000
270^000 -"27),er 270,000

260,000 260.000

Kab. Rone

Enrekang
(iom

Luu'u Tirnur
L*rat#; GmngKali

:Kali

Kali
Kab. Sidcmeng I{npprng 0rangrKa

I 75,000

_?tqq_00
240.000

.172.000

250.000

240-000
2.1{l_000- iSbloo 250 000----u5nm
175.000

230,000 230.000
350.000 350.ti00
17S r')OO 375"000

,r,s.00o
365.000 365.0n0
230.000

230,()1t0 230.000

215.000
- - Tji.oodOmns Kali

o-ry8iiltj
OrangKali
Orar

Omng,Kali

Omng,/Kali

Orong/K
OrunpyKalr
Orang/Kali

glKali

@sg{eq
Qraag:Kali

rKali

IJRM I-uar Daerah I)alam Provinsi

_ osrsK"li_ J_ Le_g.qw
239.000

274"000

3-6.,0!9
16{}.000

Kali 235.000 _?r.q99

230,000 230,000

-1!q9!o
225.04A 225.0(i0

400.000

350,000

lluol

Morcrvaii
110.000

{i?.9'-
130.{l$0- - -aooooo
+ori.ooo

400s00
250,000 250,000

Kali

Kali

tKali
2n0.000

th. Sisi 2i9.000 21 9.000

. ri,qwtsl I[Nc(iAI{A (KenJari)
krtr. nr"Urnn

1'
'foli-foli

Kub. Kolaka
Ksb. Kolalia Tirnur

Kab. Konawe

H;il;h;; llaral

HaJmahera Tinxrr
b. llalmahem Utara

AI'UA (Jarapum )

150 r)I){)

Tlirloin

155.000

370.000

425.000

600,000
900 000

2,700.000

239^000

TL999-
246.000
260 000

.000 -152.000
I 8-3.000 183.000

4e,900 239,000

-l-J0.000

330,000

l

ts0.000
xs.00d

30r-t,P96

425,000

300.000

2.rr50.000

'-- 
itd.odi,- -i,re.dro

246,000

260.000
3-52004
183,000

Kab. Teluk Bintuni

Kab- Merauke

A tsAR'IA iManolavari)

Kab, tufak
Koh

j--l
Itl

JLubuk Pakam

ei RamFah

febing f inggi

Pangururar

-fqlgc9+c
Brv,

OmogKali

Omng/Kali

, Omlg,rK&li
OmngiK*li
OrangiKali

-200p0'0_ ?zq0_qq
260.000

- 235poo
210.m0

Orang/Kali
qlqg:Fl,
Qery-&1,-

--qqsK'll

Orans,/Kali

qltte,49!-

250,000

_?19,0!!230,000

, 231000

350,0100

- ^ 
-5,ooo

_ 40,9e
472.000

250,000

- ?!qq&

4i2.000

-100.000
425.000

- - -- :00-ootj

t.250.000

900,000
2.700.000

r , I 1,1.000

350,000

412"000

zji,.trooJ- -r-.:sq.ooo

noorrool - eoo,ooo

e00.000T - eri0.o00-.- 
2.i-oo-.oool---2.

mal2rE srmttr
176,000

130.0u0
239,000



?2

?4
25

Kali

t-irangiKali

309.000

.ralpgq
428 000

638.000

309.000

425 000

64_5.000--- 
70-8,ood

309.000
Kali 386.1)00

428,000
638.000 618.(Xl0

.109.000 309
-?T4,o0o .111.000

505 000 505,000
624,000 624.000
645,000

^'.- 
nat
125.0{o

600.00i1

425.000
487. 4- -6ro.od0 :i: tt:

620,(M)

an DPRD Dalam Daerah

Biaya Penginapan

No. 1.1raim SATU.{N
BLAYA

'Iinmkit A Tind{it B Tinskit C Tirpl{rtD Tinskat E Keteransan
a J c 5 6 ,| I I

llarrah Luar Itorimi
OH 4"420.t)0ti J-)ZO.t^llj I.?94.0C)0 556.000 556,000

2 lau OH 1 R?O f}l.)O 3.t t9.000 1.650.000 tt52.txtt) 852^000

1 I{iau OH 4,275.000 I 854 000 037 ()'00 792 {D0 792,000

l OH 4_fi)0_000 3.:137,000 2l 2.00t) 5tt().000 580.000

5 Barat {-}ii 4,216,000 -r.-1-ll-uut, "35-r^000 O]U.UUU O]U.UUU

6 an OH ,- . !,!,,s-9,,0J19
4"491.00f)

3.083.000 .5 / t.uu() 8{r1.000 861.000

1 TJH 2.067.000 140"000 580,000 580,000

ti OH 2_07t.000 r.628.888 546.00C) 6-10,000 6-10.000

9 Iieliturs OH 3,827.000 2.818,00() 657_000 622.000 622.000

l0 oljt 5,725.000 2,373.000 ,000,00i) 71 8.00r) 718"(T0

t1
LI

arva Rarat 0II s lRt nofl l. /)),tnn, 006.000 570.000 570,000

i*kaila (in r92.000 730.00c

1l T 0ll ,1,2+2,000 1.480.000 954.Ur) 600.000 iltr_{xit,

l4 ()I.I 5,01 7-000 2-bvJ^utrL 1.-18rt,000 &45,$0 M5"000

15 awa I rrnur OH ,1.400.000 1.605.000 1"076"000 664.000 664"000

i6 Bali urt ,dvu.uuu .-.,.-.,i:,Yj,!:!lu-!
2.648.000

910.000 910.000

17 ua f el]ssam Bamt OH 3.50$.000 r.4l 8.000 580.000 580.U00

I Nusa Tenggaru '[imur oti -1,000.000 1.493"000 1.355 000 550,000
- l)llll-u!

538.000l9 Kalimantan Ilaral 0I-r 2"654.000 1.538.000 1.125.000 538_000

2A 1-engah f)11 J.JY I.UI]I' l. I 60.000 659,000 659,000

21 n Selatan olI 4.797.000 1,3 I 6.000 1.5fr0.000 540 C{)0 540.000

)) 'fiour r}1{ 4,000.000 2. I 88,000 i,507,000 804.(}00 804"000

23 Utara 0ll 4,91 9,000 2. I 88-i)00 1,507.000 804.000 804.000
1/l esi l ,tara oIl , - 1,119,.090

r1.168.000
2.290.000 924.000 782.000 782.000

25 ol{ 2,549.000 43 1.000 764,000 764.O9t)

otI .1.076.000 2.58 1.000 ,075,000 704.0t]0 704,m0

engah OH 2_.10q.000 2,027,0(){) t,56?.000 951.00(J 951.000

2{) Tonggara a+ll,ullu 2"059.&i0 73tr.000 786.Gtm

30 olI r 467 n00 3,2.i0,000 0.18.000 667,000 667,000

rl
l2

OH 1..140.000 ].175.000 073.000 600.000 600.000

Papu oI.l -r,859,000 l,l t 8.000 52 t,000 829.000 xlv.(nnl

.t3 Barat otl 1"r,r72,000 3,212,000 2,056,000 7r &000 71 8.000

rar Daerah l)alm Proviroi
OH 4.960.O00 l.5t 1r.000 i_ 1 00. 530,000 5:10.000

2 oH .1. 1.51 8,000 1.1 530.000
-510.000

530.000

l oI{ .+. 1.5 I 8,000 530.000

4 Pakam OH 4, I l.t0(),000 530.000 510,000

5 iiamtah Ufi 1. r I 8.0{)0 I , I 00,000 530.000 it{i o{x}

6 ebine Tinegi OH 900 000 795 000 495.000 495.000

7 OH 70t)"000 660.000 495.000 ... ilYrYllll
1riO,000

]80.01)il

,{ OH 000 495.000 .180,000

I ok OH 750.000 660,000 -+9i,000 - i!9,.1t11q
660"000

:J80_0t)0

10 'a 0il I,075 000 995,0110 ir6().()U{ I

995^000 -, $-O,!oq
495,00012 Iima Puluh o1{ 660.000 495.000

1-l riuns llalai OH 900.000 ?ej.000 660.000 leis-o-
6(i0,000

495.r.,00

t4 Ranlatr Par OH 1.075.000 9e5.000 7s5.000 660.000

l5 ot-I 1,075.000 9q5.000 795,000 660,000
{)}1 900.000 795.000 660^000 .195.000 495.000

,l? afill OH 7Si.0rx) 4160.000 495.000
i -:go,Dob

+95,000

i8 OH I t)75 000 7i0 000 500.000 r80,r)00

t9 750,000 - _19_0.qqq
180,000

"i00.000
70 Sitoli,,TEluL Daiam ot.{ 750 o{to 660.000 4qi oato 180 iao

Uang Representasi

No, .-rrilm Satuil Besarm Keteranm
2 J I 5

)alarn l)aerah

)eiabat l)aerah OH 125,000

\SN Eselon II oH
-,.._...._. _75q

,uar I)rcrah

\abat Negam orI

\SN lr.selon TI 0tl

t.6. Biava Menurus Jenazah

Na Iiraian SATI]AN
BLAYA

'finsikrt,A 'Iinsk t B l.inslat C Tin*atD Tinckat E Keteranc&r

L__L_i_*_.__.=-- 2 3 .l 6 I g



I lBiava Pemetjan OH _$!11!.000 I 4,000.000 I 3.000,000 I z.soo,oool z.>oo.ooo,engAIS kxlan oll Menurut Tarif vmg Bedaku dan alat mskutatr \,ans disuaka;

l3iaya Rapid test

Na {lraian Saturn Besaran
2 3 4 5

tsia1u Rapid Test Orans'kali i50.000

Pe{alanal l)inas Luar Nege ri (Satun Mata Umg

t\o firaian SATITAI{

BTA}:A

"I'ingakat A TinSk t B TingkatC TinekatD TinEkat E Keterangan

T n 3 { 6 7 I 9

I,iTARA
0It 578 513 ua 382 182

io,Kanarla oFl 40 36tt io1

MBRII({ SELATANi
oH 534 402 35 149 -149

3432 a oH 557 388 34"1 .14
i I OH 436 t4 29 t+l

222le OH 41 .116 270 22
5 umbia OH 32:3 276 254 25.{
6 ru OFI 459 34',1 320 276

tJi 2Ai
I OH 27 24 241 u1

{N,I[RII'A TENGAH oH
I 0r.{ 493 -166 324 323
2 OH 406 30-5 261 221 -*bi
3 OH ,11 106 ).71 17

{ EROI'A BARAT ()I-l
I Atrstria OH 504 45 -318 I 1l

OH 166 419 282 281
l Prarcis ofl 5t 164 382 381 .r8l
4 Rep Federasi .lennan OH 447 415 285 2tr5 285
) OH 4]6 27 271 211
6 OH 570 403 401 401

5 T]ROPA t]TAIi{
( rii 56 491 34-l JUI .t0 t

2 la oFI 453 409 154 313
3 Norwegia otr 621 559 389 386 386
4 rvedia OFI ,166 436 341 .141

5 arry1_l1gg,:l OH 792 774 58:1 582 J6l

6 EROP;\ SEl,ATAli
a lleuegovina oI{ 420 334 3.r3 133

otl 555 506 4U6 .l0i 10i
3 oI.l 457 413 287 286 286
{ Lmarl OH :179 ) 242 241 241
) 0rl 6:j'l M6 427
6 OH 425 242 241
7 117 175 326 288 28.3

? PAT]I}ruR
ili] 28-l

2 zech o1l 618 526 447 367 367
3 bngaria 485 43ft 390 345 345

{ ndia OH 461 .115 _150 319 319- -nl5 umanta oli 416 381 313 27'.1

6 512 ,107 40{; 406
7 lovakia 437 394 341 r03 303

8 kraina {)H 485 436 375 r-1 I -r3 I

8 TRIHA 8..1R.{T
I rgcna OH 361 313 292 291 791
2 384 317 271 231

I FRIL.T TIMT]R
I OH 358 295 22t 1S3 t93
z 2 oll 3M 317 237 225 225

-? ,skar OH 1(J6 244 181 t81
tl aranta OFI 35i.) 290 241 2l tt
5 OFI 328 281 244 2.17 247

OH 199 f29 265 261 26.1

l0
1

F'RIKA SNI,ATAN

ka Selalan
OH 405 334 268 233 2-r3

2 oll 180 flJ 253 251

ll A II'TARA
1 \ljaz,air OH 142 308 296 246
2 {)}{ 409 303 235 211 2t1
3 OH 104 251 192 t9l t91
4 urxsra oH 293 t87 t86 186

5 OH 342 210 184 18,+

6 .,ibia oll 308 254 i It9 I65 I

I \SIA Br\ItAI
1 an OI.I 498 459 -365 -164 364
1 oll 416 2q4 l4 +



hak
Yuda;;

Arab Suriah

Arabia

sultanm Omail

oI{..0H -

olI
OH

--oH 406
456

447

386

358

456

292
i25

OH
oll
oH-
oH-_

267
2 215

200
364

TIN1IJR

-ut ---

OH

_9ry
OH
oll
OH

OH

251

249

325

'l'iongkok
206

286

Korea Selatar

- "i1

166

sii turgt a

Imn

r SEIA'I'AN

Austmlia
andia Banr

Pakistan

ASIA TENGAI]

Kaakhstan

ASL{TENGGAR.\

imor I*sta

.iii r,rsrnr -

oI{
oTi
OH-oH -
oIt

Kalodonia Banr

IKI]T
tlinnrri+ufen{

rol.&,g"lfr _
Nerv York

Fmnsisca

Vancouver

AN,IERII(A SEI.ATAN

Ps-ee!4- ,
Bru.ilia

TENGT\Il

l_111:

,ciry

EROPA UTARA

413

456

238

120

-r03
32{t
\2t

)tt

274
--- -i63
--- 2Q

250

t,

--i.1ti

i 0"400

_ !.29.0
t2,t27

4,081

- --, '-..'..*;
:1.9,10

7,8.r I I 1.966

la I f7

t 1.410

4.920
5,93 I
5,506

-r,681rrski

4.773
4.1 53



lJmtislava
lJucharest

Sotia

Budapest

Is4
ut|:r.3-

Bery$_
Amman

Khartoum

bbat

D.g-g!",8

Mrmat

lstanbul
Dubai

(r

7

tj

?-l

Kaboul

ASL{ TIN{UR

zchi
w Dettu--

uurbai

Dal,ao Citv

Bahru
Kola Kinabalu 1.427 694

14.9il
9.309

10,391

I 0.000

l0_177

2])i 8.041

-13S3

- 
6n3l
5.182

J.OJ1

- 4-J0d

5,564

3,842

-- -J
l_t

-l

I-- -- - ----J

PP

Fl, -PP. 
_

1'.^778

16.974 - !.q.31
5 rR'
8.041

1.383
3,631

:r-ll3

6,748
3.612

4^500

EROPA TI}ITIR

--- ----lr_l
----.t

,

-=
i

ti,l.

10,000

9.537

ls-srB

,___ J.lli ---.. 5.irr
---s,t+:

_ _ J,!]
__ _l9rl7

8,839

j.143

a-4i

6,81 8

i 55)

8.282

--- 
,,441
i&i

5.5s2

t2.900

IIiA'I'IMUR

Strtr,ATAN

BAKTT

atrgzhou

ASfA SELATAN

pgla"f.l*ri Bagawar

Chi Minh

PP
-PP

-tiP

PP

PP

PP

PP. 
PP_'. -P[-

PP

PP

Pp

8,04?

-l[.2+

9,5-16

8.683

i ?1:

---t141

6.081
9,-q!!
8,282

8..129

-_ _ _....7.2t9.

PP

5,665

4.827
3,545

3.545

? 7l(l

3.-125

3.581

/.-14J

4,483

5.665

3,61

4.827

IilO

_ 3t_q

3-727

3.915
PP-_ 
FP-

--.-PP-

8,910

6,55i

5.4-ll
7.561

4,490
5.2 3,639
ti.681 5,-390

9"149
- --6,$a

5.281 _ 4,!l!
5.878

4.rl -_.' j,
3,61

4 3,545- 1.il5
3,i10 l.li0

4.827

1,7-10

I t)<

3,6'19

iJeirut
rl.,l;a -* 

--
'I ?24

z. t+)

__ _ ql0_!
6.446 3,785 3.321

- - -:t'6
3.3211.32l

1 1)16.469

..--J,li!
I 1.061

1.51 0 3"000

5.156

4.435
4.207 .1,207

8..153

13.661 -- t2,0s9
4.244

3.905

4,244
' - 4.ri4

8.962 8,962

4.244

t.ol -1

I _86.I

t"257 1.257

1.86,1
--i,I.8:15

PP

PP

PP

__ l,qq!
1"7 37

3,200

1,628

__,l.qe?
1t0_1

_ry4
1.500

1.7 37

l.l0+
i..104

l-a!11

i.6

525

1,660

PP
-- -Pit--_---PP

- PP ---'PP -_-'. 
PP-

PP..Pp 919
82-1

911

4,423

,_1ry?

-_Il._81!
_ !i4g

5 (15,

7.84u

.. -' -,:::
6.599

11,774

4.507

-_ _14.1
5.706- - --5,018

36il
- -;.ioo

_5,14i
6"748

3,447

_ qqt
8,282
5-731

3,91

-r.665

3.619

_j
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ilP'.(ii, _ _ 3{q.!i'!

LAN,IPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANCIGAL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN Ii{RO TAHT]N
ANCCARAN 2O2I

l.!i75,i )i)u 749 {t$i1

_ _, _q!!.00! 64 i.00il

atera Selatan

E--*l!qs

_ __ i{l,aqil __ 31Jljr00

36r1.0.J0

_ -1!.4,!i0q

384.(J00 _ qru.q0_q

lz3,q00 _ ],&!.q-Qg

L{)--iia

OP
bT-

._ __1,11!i0ri
_ ____2j1_.q'lil

{_lp

L)P'-.;iD

OP

OP'-iii

OP

OP
OP.0p
OP

OP

_ __ ?lsJlqtl 3Li,iji-,i-) 56r),utlil

,_- -_i!-90{i{i
-,-_- 635.*tli

_-- _ -i:55,1-'ff1
652,000

919.000

-_ _f?i.00ll ig.0-qrl!'
!4q,000 __:J6,!Uo

iqlqlq
71lqqq

4 t 3,000

71.1 000__...-tl::"

{.}P
-__:74L0{i0

250

OP
oP--

Banlen

-C)P - 232,000
OP
OP
a-rij

OP
OP

OP''-)p

305.000

_ 3!I.Qqq

_ _- t?q.0.q0
._ . _ 133,000

,- - 44,!l0l)
274.}AQ

... _... -..911:000
__ l9!.Q-0q gl5 0rto

_ {!.8.0!_0
530.000

..,. _ _ 510,000 _ _ l2lq.Q{r0

536.00C

526,000

275

245.040 ifl=q-0!
_". __" "., J!3!40{)

q.6,3rq!
r,Ll!.o!lQ- --_ _?!9Jaq

Jarva Barat

-vq_rygFils

nqxf$geu'gilqet
l,'qy lgueglgf,-lt

TullSn lll.a!- _
ns!q*,ryc41

limantan Selaun

iorontalo

rlarvesi I'engah

ltEqi&lgg,:l
Maluku

I(AT ESELON II

rmrater:r I Jtara

Jamhi
Sum"t"i" E irr ---
umfllera Selatan

.3olpung

tva Barat

749.000
230.0L)0 405.000 :63.qry -5il,0q!357.ftX) 40(r,000 ".1J84,000 763.000

,r?i.t)00 l,!q!1,,0.9! 865.000
-r68,0Ut| 530.000 1-00 I.000
108.000 iRR f)flrt Lq88.!qq 696.000

- _- _ 400,000 ____ s]q000 737.00{)
487 _ 1]57-0!!0_

930,000
9(r3^000 _ _ --qt2rqr

,-__q${qq _ _ _.1?.4..!i,iil

_ .q7llq00 _ ___,-62j,0!!
__lJlqQqo- 608,()00

_ 8i{,q00 646"000
4l 0.000 1,57 4 70{J.000
3,!9,!00 _1,!11.0Q,0 _ _612!91J
350.00(') q0q.gq0 .rqzooo

_ 454,000
- _ l:rqQ.qq0 _ rcqq!!

498.000 _ _ _8511=.Qq . _-3 14,00i)

- _2|!q!r
54 I -000

ilali

!q49,!q
624,000

106.000
OP.^

oP
ttP -

OP

_ l,!{1,0Q!l 854^00{)

_ _ _LJ52.00() __ q!8,000

111_R alP.' 
oP-
OP

-oF-

OP
- art-irF

OP- ()P-

oii
0p

--oP -

iran Riau

l-)KI .lakarta

9y1_Iensq11-
)l Yorn'akarta

ll i_000
OP
(_)p

()P

--_2.q{!qq 9 l2.0tl0

-_ _ 3!:,-ryq
-{1&9!q_ _ _!$qq

_ r8,9q,0
tIu0_g _1i3,000
pr,0-0^Q -_ ?ft,o!)! _ 675.00A

- __?_l_0.q!10 ilq,Oqg

_ ?iq080

-_i.{q,qqq 486.0(

- --: -r!!,ooo

ii29.000

__ 4iq-0-q
270"000

_ __liltlqq

5 1 1.00t)

*!9"0!l)
509.000

]ali
()P

750.000 5?r ) ot){1

_ _ -318J00 , , 32!q0_0 1,352 *- _._,.,-.733,Ofi)

()P
-1-rti 44i /('4,UUU 700.04i0

_ _ 2rq,.o-o! _ ,?.lLqgQ
OP _ ?\paa

It.qqq
_ t,!lJ Lq0jl

I 77"000 _ qs,t]-o!
664 18Uryg

1,03 1 .000 tq-2,.qqqaP-- I 94.000 ?.i-!!a

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Kalinuntan I'imur
__,20lpqq 302.000 -_ _ , llq000
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARG
NOMOR
TANGGAL

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERII{TAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT PERINTAII PER.'ALANAIT DIITAS

1. Pejabat berwenangyang memberikan Perintah

2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan

3. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji

Menurut PP No. 30 Tahun 2015

Jabatan / Instansi

Tingkat menurut peraturan perjalanan

b

c

4. Maksud Perjalanan Dinas :

5. Alat Angkutan Yang Dipergunakan

6. a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)

8. Pengikut: Nama NIP Keterangan

1

2

3

+

9. Pembebanan Anggaran

a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan Lain-lain

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

NIP.

{Pejabat yang berwenang)



I. Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan)
Ke:
PadaTanggal i

{
NIP.

il. Tiba di
Pada Tanggal

NIP.

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

rffP.
m. Tiba di

Pada Tanggal

NIP.

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

(

ry. Tiba di
Pada Tanggal

flIP.

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

NIP.
V. Tiba di

Pada Tanggal

NIP.

Berangkat dari :

Ke:
PadaTanggal :

ll
NIP.

VI. Tiba di ;

(Tempat kedudukan)
PadaTanggal:
Pejabat yang berwenangf
Pejabat lainnya yang ditunjuk

I

NIP.

Pengguna Anggaran

(Nama)
(Pangkat)

(Nip)VII. Catatan Lain-:

VIII. PERHATIAN :

Pejabat yang Berwenang Menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan
Perjalanan Dinas, Para Pejabat Yang Mengesahkan tanggal berangkat I tiba
serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila rnenderita rugi akibat kesalahan, keialaian dan
kealpaannya

UPATI I(ARO,

ELIN BRAHIIIANA



LAMPIRAN V
PERATURAN tsUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TtrNTANG
STANDAR FXARGA SATUAN DA,BRAH PEMERINTAH
KABUPATEhI KARO TAHUN ANGGARAN 202 1

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

tangan dibawah ini:Yang bertanda

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan
Perialanan Dinas

sesungguhnya, bahwa
Jabatan Nomor

Pernyataan Pernbatalan Tugas
Tanggal

Berkenaan dengan pernbatalan tersebut, biaya
berupa. dan biaya penginapan yang
dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikembalikanl
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp... ..........,

transport
terlanjur

refurud
sehingga

dibebankan pada DPA Nomor : . ..... tanggal
SKPD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang membuat pernyataan

fPRKPLIT{ BT*AHMAN'A



LAMPIRAN VI
PEHATURAN BUFATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TgNTANG
STANDAR HAR*A
KAB{.]FATHN K4RO

SA?UAN *AERAH PSMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PORM SURAT PSRNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN

TUSAS PERJALANAN DII\IAS

NOMOR.

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

NIP

JaLratan

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungsuhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan
atas nam.a:

Nama :

NIP :

Jabatan : .......
Unit Organisasi :.. . .....

Dibatalkan atau tidak dap*t dilaksanakan disebab,kan ad.anya keperiuan dinas
lainnya yang sangat mende*ak I penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

$ehubu.ngan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan pekeSaan dina* tidak
rlapat d.iganti cleh pejabat/pegaw*ai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apahila
dikernudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses se$uai d.engan kstentuen ya"ng berlaku.

Yang membuat pernyataan

BRAI{1}TITTSA.]rBR,ITEI"I!S



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TEN:TANG
ST,ANDAR

DAERAH
KABUPATEN

FIARGA SATUAN
PEMERINTAH

KARO TAHUN

FORNIAT PENGANTAR

ANGGARAN 202 i

USUI,AN S?ANDAR HARGA SATUAN KHUSUS
KOP SKPD

Nomor
Sifat
Lampiran :

Hal : Usulan Standar Harga
Satuan Khusus TA.
2021

Kepada Yth.
BUPATI KARO

C.q.Kepala BPKtrAD selaku Ketua Tim
Penyusun Standar Harga Satuan di
Lingkungan pemerintah Kabupaten
Karo Tahun 2A20-20221"
di-

Tempat

Bupati Karo
Satuan Daerah TA.
daerah TA. 2O2I\ ,

dan fungsi OPD ( OpD
untuk ditetapkan pada

Kabupaten Karo Tahun

Sehubungan dengan Surat
nomor....,...tanggaI........"perihal Usutran Standar Harga
2421, (Surat pengantar usulan standar harga satuan
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
i. Dalarn rangka mendukung pelaksanaan tugas

pengusul), kanti mengllsuXkan rincian objek
standar harga satuan khusr.ls pemerintah
Anggaran 2AZI.

2' Sebagai bahan pentimbangan, terlampir kami sarnpaikan kEian usulan
standar khusus dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas usulan dimaksu<i.3. Terhadap usulan tersebut, kami menyatakan bertanggung jawab atas:
a. kebenaran formal dan material; dan
b. konsekuensi penggunaan dan penerapan usulan tersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan, atas perhatian
Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(Nama)

(NrP)



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TtrNTANG
STANDAR
DAERAH
KABUPATEN
ANGGARAN 202 1

HARGA SATUAN
PBMERINTAH

KARO TAHUN

FORMAT KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

KAJI,A,N USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

SKPD :

PROGRAVI :

KEGIATAN :

1". Latar belakang menguraikan tentang:
a. urgensi satuan biaya yang diusulkan dikaitkan dengan tugas

fungsi dan pencapaikan kinerja SKPD.
b. Maksud dan tujuan penetapan standar harga satuan khusus

dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian kinerja
SKPD.

2. Dasar hukum
Menguraikan tentang ketentuan ketentuan yang dijadikan
dasar usulan jenis dan besaran sattlan biaya.

3. Kajian kesesuaian kriteria Standar harga satuan khusus (

menguraikan tentang)
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
b. adanya kekhususan standar harga satuan yang dimiliki oleh

SKPD pengusul;
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil

d.anl atau daerah perbatasan,
4. Kesimpuian

Menguraikan kesirnpulan atas kajian usulan penetapan jenis
dan besaran satuan hiaya.

Kepala SKPD,

(Nama) _
(Nip

TPRKELIN BTTAHMAIUA



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2A2T

FORM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE}

SKPD : (diisi dengan nama SKPD)
PROGRAM : (diisi dengan narna program)
SASARAN PROGRAM: (diisi dengan sa$aran program dalam Renja SKPD)
USULAN SSHK

- KEGIATAN : ( diisi dengan rlama kegiatan)
- SUB KEGIATAN: (diisi dengan rincian Kegiatan)
- DETIL KEGIATAN : (diisi dengan rincian dari Sub Kegiatan)

1. LATAR BELAKANG {WHY}
A. DASAR HUKUM

(Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan usul Standar satuan
harga khusus yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas
berkenaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Renstra dan Renja SKPD, dan tugas pokok dan fungsi SKPD).

B.GAMBARAN UMUM
(merupakan penjelasan singkat mengapa kegiatan tersebut
dilaksanakan).

C. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN
(menjelaskan keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan
keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja
program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan
SKPD).

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (WHAT}
A. URAIAN KEGIATAN

(menjelaskan uraian kegiatan apa {what) yang dilaksanakan.
B.BATASAN KEGIATAN

(menj elaskan tentang batasan-batasan kegiatan y arrg dilaksanakan) .

3. MAKSUD DAN TUJUAN (WHY)
(menjelaskan kegiatan yang memiliki rincian usulan standar satuan
harga khusus harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang
diharapkan dari suatu kegiatan {bersifat kualitatif) serta manfaat
(outcome) kegiatan)

4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN
A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF}

(menjelaskan target yang ingin dicapai)
B. KELUARAN (KUANTITATIF)

(menjelaskan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan
misalnya 50 Km, 4O m2,20 orang, 1 LHP, dll.

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN (HOVr)
(menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan baik berupa
metode pelaksanaan, komponen dan tahapan dalam mendukung
pencapaian keluaran).



6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE)
(menjeiaskan dimana kegiatan tersebut akan di laksankan)

7 " PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (WHO)
A. PELAKSANA KEGIATAN

(menjelaskan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan)
B.PENANGGUNG JAWAB KEGiATAN

(menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan)
C. PENERIMA MANFAAT

(menjelaskan siapa-siapa saja penerima manfaat kegiatan tersebut)

8. JADWAL KEGIATAN
A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (WHBN)

(menjelaskan berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan serta kapan
dilaksanakan kegiatan tersebut)

B. MATRIX PtrLAKSANAAN KEGIATAN (TIME TABLE)
(membuat matrix pelaksanaan kegiatan berdasarkan waktu
pelaksanaan kegiatan)

9. BrAYA (HOW MUCFI)
(berisikan totai biaya kegiatan sehubungan dengan rincian usulan
standar satuan harga khusus)

KEPALA SKPD,

NIP

?ERT(ELTN BRA}ISIA}IA
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